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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Serat Kekancingan 

dalam sistem hukum agraria nasional, serta membandingkan legalitasnya dengan 

sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kajian ini 

berangkat dari permasalahan mengenai pengakuan dokumen tradisional dalam 

sistem pertanahan nasional, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogykarata 

(DIY), yang memiliki kekhususan hukum melalui Undang-Undang Keistimewaan 

(UUK) No. 13 Tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

hukum normatif-empiris, yakni dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan memadukannya dengan studi lapangan terhadap 

implementasi Serat Kekancingan di masyarakat, serta respons dari lembaga-

lembaga terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Serat Kekancingan, 

meskipun tidak diatur sebagai alat bukti hak atas tanah dalam hukum agraria 

nasional, tetapi memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam konteks otonomu 

khusus DIY. Dokumen ini berfungsi sebagai izin administratif atas pemanfaatan 

tanah Kesultanan dan Kadipaten, yang prosesnya melibatkan verifikasi teknis dan 

persetujuan lembaga adat seperti Panitikismo. Sebaliknya, sertifikat tanah 

merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum penuh secara nasional. 

Perbedaan ini mencerminkan adanya dualisme sistem hukum antara hukum 

nasional dan hukum lokal. Sehingga, harmonisasi antara kedua sistem menjadi 

penting guna menjamin kepastian hukum dan keadilan agraria yang inklusif di 

wilayah keistimewaan Yogyakarta. 

Kata-Kata Kunci: Serat Kekancingan, Hukum Agraria, Keistimewaan 

Yogyakarta. 

 

  



xii 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the legal status of Serat Kekancingan within the 

framework of the national agrarian law system and to compare its legal standing 

with land certificates issued by the National Land Agency (BPN). The research 

addresses the issue of recognizing traditional documents in the national land 

administration system, particularly in the Special Region of Yogyakarta (DIY), 

which holds legal distinctiveness under the Special Autonomy Law (UUK) No. 13 

of 2012. The research method employed is a normative-empirical legal approach, 

combining analysis of applicable laws and regulations with field studies on the 

implementation of Serat Kekancingan within the community, as well as responses 

from relevant institutions. The findings reveal that although Serat Kekancingan is 

not formally regulated as legal evidence of land rights under national agrarian law, 

it holds strong legal legitimacy within the context of DIY's special autonomy. This 

document serves as an administrative permit for the use of land owned by the 

Sultanate and the Duchy, involving a structured process of technical verification 

and approval by traditional institutions such as Panitikismo. In contrast, land 

certificates serve as formal evidence of land ownership with full legal force at the 

national level. This contrast reflects a dualism between national law and local 

customary law. Therefore, harmonizing both systems is essential to ensure legal 

certainty and inclusive agrarian justice in the Special Region of Yogyakarta. 

Keywords: Serat Kekancingan, Agrarian Law, Special Autonomy of Yogyakarta 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu wilayah di 

Indonesia yang memiliki keunikan dalam pelaksanaan dan pengelolaan 

pemerintahannya.1 Hal ni mencerminkan warisan sejarah dan budaya yang kaya, 

serta hubungan yang erat antara masyarakat dan penguasa lokal.2 Yogyakarta 

sebagai daerah dengan status Istimewa di Indonesia, memiliki sistem pengelolaan 

pertanahan yang unik dan berbeda dari daerah lain.3 Salah satunya terkait 

pemberian tanah kesultanan atau kadipaten melalui Serat Kekancingan. 

 Serat Kekancingan sebagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh 

Kesultanan Yogyakarta, berfungsi sebagai informasi atau bukti izin pemanfaatan 

tanah kesultanan atau kadipaten kepada individu, kelompok, atau lembaga tertentu, 

sebagai bentuk ikatan antara penerima Serat Kekancingan tersebut.4 Selain itu, 

sebagai surat keputusan yang memberikan izin pemanfaatan tanah Kesultanan 

kepada masyarakat dalam waktu tertentu sesuai peraturan berlaku.5

 
1 Milenia Ramadhani, B Hestu Cipto Handoyo, dan Syukron Abdul Kadir, “Implementasi 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 

Konteks Kearifan Lokal,” Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3, No. 9 

(2024): 3535–3546. 
2 “Sejarah Singkat Daerah Istimewa Yogyakarta,” Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 

D.I Yogyakarta, https://www.perpusda.jogjaprov.go.id. Diakses 16 Februari 2025. 
3 Warsito, “Politik Tanah Sultan (Menjaga Keberlangsungan Keraton dan Ekonomi Rakyat 

Miskin),” Saanamul Qur’an Vol. 1, No. 1 (2019): 12–24. 
4 Septi Satriani, “Peranakan dan Serat Kekancingan: Sebuah Bentuk ‘Kepengaturan’ Abdi 

Dalem Kraton Jogjakarta,” Jurnal ETNOHISTORI Vol. 3, No. 1 (2016): 132–148. 
5 “Mengenal Serat Palilah, Surat Izin Pakai Tanah yang dibagikan Keraton Yogyakarta,” 

Tempo.co, https://www.tempo.co/hiburan/mengenal-serat-palilah-surat-izin-pakai-tanah-yang-

dibagikan-keraton-yogyakarta-1208003. Diakses 16 Februari 2025. 
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Pada prinsipnya, dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan 

formal atas hak penggunaan tanah tetapi juga menjadi simbol penting dalam 

hubungan antara kesultanan dan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), arti kata Kekancingan merupakan surat keputusan yang 

dikeluarkan oleh pihak keraton Yogyakarta.6 Dalam konteks pengelolaan tanah, 

Serat Kekancingan mencerminkan filosofi tradisional yang menyeimbangkan 

kepentingan adat, sosial, dan ekonomi. Sejarah keberadaan Serat Kekancingan 

dapat ditelusuri hingga masa berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat 

pada tahun 1755 melalui Perjanjian Giyanti.7  

Dalam sejarah penguasaan dan kepemilikan Sultan Ground (SG) dan 

Pakualaman Ground (PAG) merupakan implementasi dari kesepakatan yang 

tercantum dalam perjanjian Giyanti. Perjanjian yang ditandatangani pada 13 

Februari 1755 di Giyanti, pembagian Kerajaan Mataram menjadi 2 (dua) bagian, di 

antaranya, Kusununan Surakarta (Susuhunan) dan Kesultanan Ngayogyakarta 

Hadiningrat (Kesultanan).8 Perjanjian Giyanti menghasilkan kesepakatan 

bahwasanya Sultan Hamengku Buwono memiliki hak kepemilikan (domain) atas 

tanah pada wilayah barat kerajaan, sehingga ketentuan ini harus tetap terus terjaga 

dalam kesadaran hukum masyarakat.9  

 
6 “Arti Kata Kekancingan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” 

https://kbbi.lektur.id/kekancingan. Diakses 24 Januari 2024. 
7 Rakhmawati dkk., “Pengaruh Pengelolaan Arsip Serat Kekancingan Terhadap Pengaturan 

Hak Atas Tanah Berstatus Magersari Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Pertanahan dan Agraria 

(UUPA) 1960 (Studi Kasus Arsip Serat Kekancingan di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa 

Yogyakarta),” Jurnal Ilmu Perpustakaan Vol. 2, No. 3 (2013): 123–138. 
8 “Tahukah Kamu - Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755,” Paniradya Kaistimewan, 2024, 

https://paniradyakaistimewan.jogjaprov.go.id/informasi/tahukah-kamu-perjanjian-giyanti-13-

februari-1755. Diakses 12 Maret 2025. 
9 Umar Kusumoharyono, “Eksistensi Tanah Kesultanan (Sultan Ground) Yogyakarta 

Setelah Berlakunya UU No. 5 / 1960,” Yustisia Edisi Nomor 68, 2006, 2. 
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Sejarah kepemilikan tanah di Yogyakarta dahulunya dapat dibagi menjadi 2 

(dua) periode. Periode pertama, yang berlangsung hingga tahun 1918, sistem 

kepemilikan tanah berdasarkan asas yang menyatakan bahwa keseluruhan tanah 

merupakan milik raja. Namun sebagian tanah diserahkan kepada kerabat dan 

pejabat keraton sebagai tanah lungguh (tanah jabatan), sementara rakyat hanya 

memiliki wewenang anggadhuh (meminjam) tanpa hak hukum atas tanah. Periode 

ini menjadi masa penderitaan bagi kalangan rakyat kecil, karena mereka harus 

menyerahkan sebagian hasil tanamnya dan bekerja di perusahan-perusahan 

pertanian milik kerajaan.  

Periode kedua, berlangsung dari tahun 1918 hingga 1950-an, terjadi 

perubahan dalam sistem kepemilikan tanah, ditandai dengan tindakan raja yang 

mulai melepaskan hak atas tanah pada wilayah kekuasaannya, untuk selanjutnya 

dialihkan menjadi hak milik masyarakat desa pribumi.10 Sebagaimana diatur dalam 

Rijksblaad Kesultanan No. 16 Tahun 1918. Salah satunya bunyi pemberlakuan Asas 

domainverklaring yang termuat dalam Pasal 1 Rijksblaad Kesultanan No. 16 Tahun 

1918:  

“…sakabehe bumi kang ora ana tandha yektine kadarbe ing liya 

mawa wewenang eigendom, dadi bumi kagungane keraton Ntigsun 

Ngayogyakarta”. Kalimat tersebut menyatakan bahwa semua seluruh 

tanah yang tidak ada bukti kepemilikan yang menurut eigendom, 

maka tanah itu secara otomatis dianggap sebagai milik Kesultanan 

Ngayogyakarta (Keraton).11 

 
10 Tri Widodo W. Utomo, “Hukum Pertanahan di Yogyakarta Sebelum dan Sesudah 1984,” 

Blogger.com, 2010, http://triwidodowutomo.blogspot.com/2010/05/hukum-pertanahan-di-

yogyakarta-sebelum.html. Diakses 17 Februari 2025. 
11 “Rijksblad Van Kasultanan No. 16 1918,” https://archive.org/details/1-rijksblad-van-

kasultanan-no.-16-1918/mode/1up. Diakses 17 Februari 2025. 
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Dalam pengelolaan tanah Kesultanan menggunakan sistem administrasi 

tradisional, di antaranya melalui pemberian Serat Kekancingan untuk mengatur 

penggunaan tanah di masyarakat. Meskipun sebelumnya pada masa kolonial 

Belanda sistem ini mengalami beberapa modifikasi, terutama setelah 

diberlakukannya Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria 1870) yang membuka 

peluang bagi pihak swasta untuk mengelola tanah di Hindia Belanda.12 Kemudian 

Rijksblaad, yang merupakan peraturan kolonial yang mengatur tanah di Yogyakarta 

telah dihapus oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX bersama DPRD DIY melalui 

Perda DIY No. 3 Tahun 1984 tentang pelaksanaan berlaku sepenuhnya UUPA 1960 

di Provinisi DIY.  

Penghapusan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan 

Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1984, yang bertujuan untuk menyesuaikan 

pengelolaan tanah di Yogyakarta dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Diktum 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(UUPA).13 Langkah ini menegaskan upaya harmonisasi hukum agraria nasional 

dengan kearifan lokal di wilayah Yogyakarta. 

Terdapat rentang waktu yang cukup lama antara pemberlakuan UUPA pada 

1960, yang kemudian baru dapat diberlakukan peraturan UUPA tersebut pada tahun 

1984, fenomena tersebut mencerminkan adanya dualisme hukum pertanahan di 

Yogyakarta, yang muncul akibat pengakuan negara terhadap keistimewaan wilayah 

 
12 H Mustofa dan Suratman, Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri, Cet. 2 (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2018). hlm. 66. 
13 “Darurat Agraria Yogyakarta: Tinjauan Hukum Atas Situasi Terkini,” https://ivaa-

online.org/program/darurat-agraria-yogyakarta-tinjauan-hukum-atas-situasi-terkini/. Diakses 17 

Februari 2025. 
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tersebut.14 Pranoto mengartikan situasi ini sebagai wujud pluralisme hukum, yang 

timbul akibat adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan 

daerah, serta didorong oleh bangkitnya tradisionalisme politik setelah reformasi.15 

Pada masa kemerdekaan, sikap dukungan dari Yogyakarta terhadap pemerintah 

pusat tentu memberikan pengaruh dalam penguatan status keistimewaannya 

melalui sejumlah peraturan-peraturan sebagai bentuk kepastian hukum. Regulasi 

terkait keistimewaan ini telah mengalami beberapa perubahan sesuai 

perkembangan zaman. 

Pasca kemerdekaan, pertama kali ditetapkan oleh pemerintah pusat, sebagai 

bentuk kepastian hukum dan pengakuan keistimewaan Yogyakarta. Mulai Undang-

Undang No. 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 3 Jo. No. 19 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun dinilai 

belum mampu mengakomodasi keistimewaan Yogyakarta, sebab tidak lagi mampu 

menggambarkan secara lengkap dinamika masyarakat DIY, karena formulanya 

terlalu sederhana.16 Faktor tersebut menjadi salah satu latar belakang dilakukannya 

amandemen Pasal 18 UUD 1945. Setelah proses amandemen UUD yang 

berlangsung pada tahun 1999-2002, kemudian pemerintah menetapkan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta, sebagai 

 
14 Anggraeni Tyas Dian, “Interaksi Hukum Lokal dan Hukum Nasional dalam Urusan 

Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum 

Nasional Vol. 1, No. 1 (2012): 53–73. 
15 Pranoto Carolus Bregas, “Pembangunan Negara, Hukum Pertanahan Indonesia, dan 

Kembalinya Tanah Kesultanan di Yogyakarta,” Jurnal Politik Vol. 3, No. 1 (2017): 2. 
16 Ni’matul Huda, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan 

Perundang-Undangan di Indonesia (Bandung: Nusa Media, 2013). Hlm. 165. 
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regulasi terbaru terkait keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 17 Peraturan ini 

yang selanjutnya disebut sebagai UU Keistimewaan.   

Peraturan yang membahas berbagai aspek Keistemwaan DIY, yang 

mengakui dan menghormati keberadaan tanah-tanah yang dikelola oleh kesultanan, 

seperti Serat Kekancingan sebagai instrumen penting dalam pengelolaan tanah 

Yogyakarta, dengan harapan dapat menjaga keseimbangan antara nilai-nilai 

tradisional dan kebutuhan masyarakat modern. Elemen penting dalam kebijakan 

pertanahan di Yogyakarta adalah keberadaan tanah SG dan PAG, yang berada di 

bawah penguasaan langsung Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. 

Tanah-tanah ini diatur berdasarkan nilai historis dan budaya yang diwariskan sejak 

masa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Luas tanah Kesultanan yang tersebar 

di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 27.352.573 meter 

persegi, dengan rincian: Kota Yogyakarta seluas 2.195.775m², Sleman 

3.142.251m², Gunungkidul 3.403.944m², Kulon Progo 6.842.138m², dan Bantul 

11.768.465m².18 

Kerangka hukum yang mengatur penggunaan tanah Kesultanan mencakup 

peraturan perundang-undangan nasional dan peraturan lokal. Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2012, memberikan kewenangan dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan tanah SG dan PAG, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU 

Keistimewaan. Kewenangan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan 

 
17 Illiyani dan Maulida, “Polemik Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta,” Jurnal 

Masyarakat Dan Budaya Vol. 22, No. 3 (2020): 111–123. 
18 Dyar Ayu, “Fakta Menarik Sultan Ground, Tanah Kesultanan Jogja yang Bisa dipinjam,” 

jogja.idntimes.com, 2025, https://jogja.idntimes.com/life/education/fakta-menarik-sultan-ground-

c1c2-01-5fz5v-zglg8f. Diakses 12 Juli 2025. 
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Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Kadipaten. Peraturan yang membahas prosedur 

perizinan, hak penggunaan, serta larangan terkait tanah Kesultanan dan Kadipaten. 

Menurut Mukmin Zakie, disahkannya UUK DIY, Kesultanan dan Kadipaten 

mengaggap tidak ada lagi tanah negara di DIY, karena keraton berpegang pada hak 

asal-usulnya. Akitbatnya masyarakat menguasai tanah tanpa alas hak dianggap 

menempati tanah SG maupun PAG.19 

Perbedaan utama antara Serat Kekancingan dan Sertifikat Tanah terletak 

pada status legalnya. Sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN menjadi institusi 

yang berwenang untuk memastikan bahwa hak atas tanah yang terdaftar 

mendapatkan bukti pengakuan yang sah dan perlindungan hukum negara 

berdasarkan UUPA.20 Sebaliknya, Serat Kekancingan hanya diakui dalam hukum 

adat dan tidak memiliki status legal dalam sistem hukum negara. Tanpa sertifikat 

tanah yang sah, seorang individu atau badan hukum kesulitan membuktikan 

kepemilikan tanahnya dihadapan hukum, terutama dalam hal sengketa.21 Sertifikat 

tanah dapat memfasilitasi proses alih hak, pembebanan hak tanggungan, dan 

memberikan kepastian hukum dalam sistem pertanahan di Indonesia, sementara 

Serat Kekancingan hanya berlaku dalam kerangka hukum adat tertentu. 

 
19 “Implementasi UUK dan UUPA di DIY, Bertentangankah?,” Kabarkota.com, 2019, 

https://www.kabarkota.com/implementasi-uuk-dan-uupa-di-diy-bertentangankah/. Diakses 12 

Maret 2025. 
20 Fandri Nae Entiman, “Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah yang Sudah 

Bersertifikat,” Lex Privatum Vol. 1, No. 5 (2013): 54–63. 
21 Christiana Sri Murni dan Sumirahayu Sulaiman, “Sertifikat Hak Milik Atas Tanah 

Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah,” Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8, No. 2 

(2022): 183–198. 
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Keberadaan Serat Kekancingan yang masih digunakan di Yogyakarta 

namun, tidak “diakui” sebagai sertifikat tanah sah menurut hukum nasional, ini 

menunjukkan adanya dualisme dalam pengelolaan tanah dan menciptakan 

ambiguitas dalam regulasi agraria pada wilayah tersebut.22  Penggunaan Serat 

Kekancingan merupakan bukti terhadap izin pemanfaatan hak atas tanah 

Kesultanan atau Kadipaten sering kali tidak cukup kuat untuk menjamin 

perlindungan hukum yang memadai, karena dinilai lemah dalam sistem pertanahan 

nasional. Tentu ini berpotensi menciptakan permasalahan, terutama dalam kasus 

sengketa pertanahan. Salah satunya yang menjadi penelitian Rizqullah A. 

membahas permasalahan terkait tumpang tindih hak atas tanah antara masyarakat 

dan kesultanan yang terjadi pada kegiatan PTSL di Kabupaten Bantul.23 

Kajian mengenai kedudukan dan legalitas Serat Kekancingan dalam sistem 

pendaftaran tanah menjadi penting untuk memahami posisi serta dampak yang 

timbul akibat dualisme ini. Berdasarkan uraian diatas tentang Serat Kekancingan, 

penulis tertarik untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam mengenai 

Kedudukan dan Legalitas Serat Kekancingan terkait Pendaftaran Tanah di 

Yogyakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini penting untuk 

menjawab beberapa pertanyaan utama yaitu: 

 
22 Wasisto Raharjo Jati, “Politik Agraria di Yogyakarta: Identitas Partrimonial & Dualisme 

Hukum Agraria,” Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 11, No. 1 (2014): 25–37. 
23 Rizqullah Abimanyu, “Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Bidang Tanah 

Masyarakat dengan Tanah Kesultanan di Kabupaten Bantul,” Jurnal Pertanahan Vol. 12, No. 1 

(2022): 85–96. 
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1. Bagaimana kedudukan hukum Serat Kekancingan dalam sistem hukum 

agraria di Indonesia? 

2. Bagaimana legalitas Serat Kekancingan sebagai dokumen pembuktian hak 

atas tanah dibandingkan sertifikat tanah berdasarkan peraturan pertanahan 

nasional? 

C. Tujuan Penelitian 

Pernyantaan tersebut menjadi dasar dirumuskannya tujuan penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Serat 

Kekancingan dalam sistem hukum agraria di Indonesia dengan merujuk 

pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA). Tujuan ini difokuskan untuk mengidentifikasi 

sejauh mana keberadaan Serat Kekancingan diakui dalam kerangka hukum 

agraria nasional, serta bagaimana peraturan tersebut mengatur hubungan 

antara hukum adat (kesultanan) dan hukum nasional terkait dokumen 

tradisional seperti Serat Kekancingan.  

2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji legalitas hukum Serat 

Kekancingan sebagai dokumen pembuktian hak atas tanah dibandingkan 

dengan sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan pemahaman mengenai perbedaan kekuatan hukum 

antara kedua dokumen tersebut berdasarkan peraturan pertanahan nasional, 

serta implikasinya terhadap pengakuan hak atas tanah dan penyelesaian 

sengketa tanah di Indonesia. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoretis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam 

ilmu hukum, khususnya hukum agraria, dengan membahas kedudukan dan 

legalitas dokumen tradisional seperti Serat Kekancingan dalam sistem 

hukum modern di DIY sebagai pluralisme hukum dalam sistem pertanahan 

nasional. Secara teoretis, penelitian ini juga dapat menjadi referensi 

akademis yang bermanfaat bagi peniliti lain dalam memahami hubungan 

antara hukum adat dan hukum nasional, serta implikasinya terhadap 

pengakuan hak atas tanah dalam konteks peraturan pertanahan nasional. 

2. Secara Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat di 

DIY untuk lebih memahami kedudukan hukum Serat Kekancingan dalam 

proses pendaftaran tanah dan perlindungan hak atas tanah. Selain itu, hasil 

penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi instansi pertanahan 

dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pengakuan dokumen 

tradisional seperti Serat Kekancingan. Penelitian ini juga dapat menjadi 

masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan aturan yang lebih adil 

terhadap dokumen hukum lokal, guna menjamin hukum dan keadilan atas 

kepemilikan tanah di wilayah DIY. 

E. Orisinalitas Penelitian 

Orisinalitas penelitian ini terletak pada perbedaan antara kajian yang 

dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas 

permasalahan serupa, di antaranya sebagai berikut: 
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Penelitian yang dilakukan RR. Dyah Citra Herina Teja P. 24  yang 

berjudul Serat Kekancingan, Kuasa atas Agraria (Studi Kasus Praktek 

Kekuasaan Jawa atas Sumber Daya Agraria di Kelurahan Kadipaten, Kota 

Yogyakarta). Penelitian tesis ini menyimpulkan bahwa Serat Kekancingan 

digunakan oleh Kraton Kasultanan Yogyakarta sebagai alat untuk 

mempertahankan kekuasaan agraria dalam konteks budaya Jawa. Penerapan 

kebijakan ini berpengaruh pada masyarakat pengguna tanah Sultan Ground, 

dengan dampak positif dan negatif yang timbul. Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan bagaimana interaksi antara sistem kekuasaan Jawa dan pilihan 

rasional masyarakat terkait penggunaan Serat Kekancingan mengubah makna 

ketundukan masyarakat terhadap kekuasaan. Perbedaan penelitian tersebut 

meninjau Serat Kekancingan dari perspektif sosial dan budaya, dengan 

menekankan bagaimana keraton menggunakan dokumen tersebut sebagai alat 

kekuasaan atas tanah dan bagaimana masyarakat meresponsnya dalam praktik 

sehari-hari. 

Penelitian yang dilakukan oleh Vito Ninggar R.,25 yang berjudul Akibat 

Hukum Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang Belum Ada Serat Kekancingan di 

Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Tesis ini membahas 

permasalahan hukum yang muncul akibat belum adanya Serat Kekancingan 

sebagai dasar legal pemanfaatan tanah. Penelitian ini menyoroti maraknya 

 
24 RR. Dyah Citra Harina Teja P, “Serat Kekancingan, Kuasa Atas Agraria (Studi Kasus 

Praktek Kekuasaan Jawa Atas Sumber Daya Agraria di Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta)” 

(Universitas Gajah Mada, 2015). 
25 Vito Ninggar R., “Akibat Hukum Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang Belum Ada Serat 

Kekancingan di Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman” (Universitas Gajah Mada, 

2018). 
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pendirian rumah tinggal di atas tanah desa tanpa izin resmi karena belum adanya 

petunjuk resmi dari Pergub DIY 34 Tahun 2017, yang mengatur bahwa 

pemanfaatan tanah desa harus didasarkan pada Serat Kekancingan. Metode 

yang digunakan yaitu normatif-empiris, dan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ketidaksesuaian regulasi dengan kondisi di lapangan, perubahan fungus 

lahan, serta tarik-menarik kepentingan antara pemerintah desa dan pemerintah 

daerah menjadi penyebab utama persoalan ini. Penyelesaiannya bergantung 

pada evaluasi tata ruang berkala oleh pemerintah daerah. Perbedaan penelitian 

ini terletak pada fokus dan lingkup kajiannya, terkait penggunaan tanah desa 

tanpa Serat Kekancingan dan konflik administratif yang muncul, sehingga 

penelitian tersebut lebih bersifat studi kasus dan praktis pada suatu lokasi 

tertentu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Agung W., Ananda Prima Y., dan 

Almonika Cindy F. S.26 yang berjudul Kompatibilitas Pengaturan Pendaftaran 

Tanah Terhadap Kompleksitas Keadaan Hukum Tanah Kesultanan dan Tanah 

Kadipaten. Penelitian jurnal ini mengangkat permasalahan mengenai 

kompabilitas pengaturan pendaftaran tanah dalam proses pendaftaran hak milik 

atas Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten pasca diberlakukannya UUK 13 

Tahun 2012, khususnya terkait penguatan kelembagaan Kesultanan 

Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai badan hukum 

yang diakui sebagai subjek hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode 

 
26 Wicaksono dkk., “Kompatibiltas Keadaan Hukum Tanah Kesultanan dan Tanah 

Kadipaten,” Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6, No. 2 (2020): 172–187. 
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yuridis normatif dengan menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-

undangan dan literatur terkait keistimewaan pertanahan Yogyakarata serta 

sistem hukum pertanahan nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

meskipun status hukum Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten telah 

ditegaskan dalam UUK DIY, namun masih terapat kelemahan dalam 

kompabilitas pengaturan pendaftaran tanah yang menyulitkan proses legalisasi 

hak milik atas tanah tersebut sesuai ketentuan hukum nasional. 

Penelitian Fairuz Nadzmi M., dan Luluk Lusiati C. 27  yang berjudul 

Status dan Perlindungan Hukum Tanah Magersari di Lingkungan Keraton 

Yogyakarta. Artikel jurnal ini menyoroti permasalahan terkait status dan 

perlindungan hukum terhadap tanah magersari yang berada di lingkungan 

Kraton Yogyakarta. Tanah tersebut merupakan milik Kasultanan dan Kadipaten, 

namun dimanfaatkan oleh masyarakat Yogyakarta untuk keperluan tempat 

tinggal maupun kegiatan usaha. Penelitian ini menganalisis siapa yang berhak 

secara hukum atas tanah magersari menurut ketentuan hukum pertanahan 

nasional, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para 

pemegang hak atas tanah tersebut. Hasil penelitian ini menguraikan status 

hukum tanah magersari berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku di Yogyakarta, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi 

pemegang hak atas tanah tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan UUPA. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya 

 
27 Luluk Lusiati Cahyani dan Fairuz Nadzmi Mathan’ai, “Status dan Perlindungan Hukum 

Tanah Magersari Di Lingkungan Kraton Yogyakarta,” Notarius Vol. 15, No. 2 (2022): 1022–1036. 
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terhadap status dan perlindungan hukum tanah magersari yang dimanfaatkan 

oleh masyarakat di kawasan keraton Yogyakarta, dengan menelaah hak 

penggunaan tanah tersebut menurut hukum nasional dan peraturan daerah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lucky Viara Wineeke Putri,28 yang 

berjudul Desentralisasi Asismetris dalam Penggunaan Tanah Sultan Ground 

Tanpa Surat Kekancingan di Kota Yogyakarta: Tantangan atau Solusi. 

Penelitian jurnal yang mengenai penerapan desentralisasi asimetris dalam 

pemanfaatan Sultan Ground tanpa Serat Kekancingan bertujuan menelaah 

bagaimana sistem pengelolaan tanah di DIY dijalankan dalam kerangka 

otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 18B UUD 1945 dan UU No. 

13 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-deskriptif 

berbasis studi kepustakaan, dan menemukan bahwa pemanfaatan Sultan 

Ground kerap dilakukan secara turun-temurun tanpa melalui prosedur 

administratif formal seperti pembaruan/perpanjangan penerbitan Serat 

Kekancingan. Minimnya sosialisasi mengenai tata kelola tanah Kesultanan 

menjadi kendala dalam pelaksanaan desentralisasi asimetris, yang idealnya 

memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengatur tanah adat 

secara tertib dan sah. Perbedaan penelitian ini, yaitu menyoroti praktik informal 

dan tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait pemanfaatan Sultan 

Ground tanpa Serat Kekancingan.  

 
28 Lucky Viara Wineeke Putri, “Desentralisasi Asimetris dalam Penggunaan Tanah Sultan 

Ground Tanpa Surat Kekancingan di Kota Yogyakarta: Tantangan atau Solusi,” As-Syifa: Journal of 

Islamic Studies and History Vol. 3, No. 1 (2024): 1–13. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Rufaida Putri Ruswidyaningrum,29 yang 

berjudul Kajian Penggunaan Tanah Sultan Ground Tanpa Serat Kekancingan di 

Kota Yogyakarta. Penelitian jurnal yang membahas fenomena pemanfaatan 

penggunaan tanah Sultan Ground di Kota Yogyakarta yang dilakukan tanpa 

dilengkapi Serat Kekancingan yang masih marak terjadi meskipun secara 

hukum memerlukan izin resmi dari Keraton Yogyakarta. Penelitian ini menggali 

secara mendalam alasan-alasan masyarakat tetap menempati atau 

memanfaatkan tanah Sultan Ground tanpa dokumen legal, serta langkah-

langkah yang diambil pihak Keraton dalam menanggapi permasalahan tersebut. 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti warisan 

penggunaan secara turun-temurun, lamanya proses pengurusan izin, lokasi 

tanah yang strategis, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya Serat 

Kekancingan menjadi penyebab utama pelanggaran tersebut. Di sisi lain, 

Keraton Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya penertiban, mulai dari 

sosialisasi, pengamanan aset, hingga pemberian sanksi. Penelitian ini 

memberikan gambaran nyata mengenai kompleksitas hubungan antara 

masyarakat dan otoritas tradisional dalam konteks pengelolaan tanah adat di 

perkotaan. Perbedaan penelitian tersebut fokus pada praktik sosial pemanfaatan 

tanah Sultan Ground tanpa Serat Kekancingan di Yogyakarta, serta alasan 

masyarakat dan respons keraton terhadap pelanggaran tersebut. 

 
29 Rufaida Putri Ruswidyaningrum dan Setiati Widiastuti, “Kajian Penggunaan Tanah 

Sultan Ground Tanpa Serat Kekancingan di Kota Yogyakarta,” Jurnal Pendidikan 

Kewarganegaraan dan Hukum Vol. 10, No. 2 (2021): 173–184. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Tyas Dian Anggraeni yang berjudul 

Interaksi Hukum Lokal dan Hukum Nasional dalam Urusam Pertanahan di 

Daerah Istimewa Yogyakarta30. Penelitian ini membahas hubungan antara 

hukum lokal dan hukum nasional dalam pengelolaan tanah di Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY), yang memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan daerah 

lain di Indonesia. Dalam budaya Jawa, termasuk di DIY, tanah dianggap sangat 

sakral dan bernilai tinggi, bahkan disamakan dengan harga diri manusia. Sistem 

pertanahan di Yogyakarta masih banyak dipengaruhi oleh hukum adat dan 

peraturan warisan kerajaan, seperti Rijksblaad Kesultanan dan Pakualaman, 

yang tetap berlaku meskipun ada hukum pertanahan nasional. Penelitian ini 

menggali sejarah penguasaan tanah oleh Sultan dan Paku Alam yang berakar 

pada perjanjian Giyanti, serta peran mereka dalam penyatuan dengan Republik 

Indonesia. Melalui kajian ini, penulis menunjukkan bahwa sistem pertanahan di 

Yogyakarta tidak sepenuhnya tunduk pada hukum nasional, sehingga 

dibutuhkan perhatian khusus agar tidak terjadi konflik antara aturan lokal dan 

kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam perumusan undang-undang 

keistimewaan Yogyakarta. Perbedaan penelitian tersebut membahas interaksi 

dan konflik antara hukum lokal adat di Yogyakarta dengan hukum pertanahan 

nasional, menyoroti bagaimana sistem pertanahan di daerah istimewa tersebut 

dipengaruhi oleh tradisi dan aturan kerajaan yang masih berlaku. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rina Rakhmawati, Ngesti Lestari, dan 

Agus Supriyono, yang berjudul Pengaruh Pengelolaan Arsip Serat Kekancingan 

 
30 Tyas Dian, Op. Cit. 
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Terhadap Pengaturan Hak Atas Tanah Berstatus Magersari Paska Pemberlakuan 

Undang-Undang Pertanahan dan Agraria (UUPA) 1960 (Studi Kasus Arsip 

Serat Kekancingan di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta)31. 

Penelitian ini membahas pengelolaan arsip Serat Kekancingan memiliki peran 

penting dalam menjamin kepastian hukum atas tanah berstatus Magersari di 

Kota Yogyakarta pasca-berlakunya UUPA. Serat Kekancingan berfungsi 

sebagai dokumen resmi yang menjadi bukti hak penggunaan atas tanah Sultan 

Ground, terutama bagi abdi dalem dan ahli warisnya yang menempati tanah 

Magersari. Namun, timbulnya berbagai sengketa pertanahan disebabkan oleh 

pengelolaan arsip Serat Kekancingan yang belum memenuhi standar kearsipan 

secara memadai. Hal ini berdampak pada sulitnya menyelesaikan konflik hak 

atas tanah, terutama di kawasan strategis dan bernilai tinggi, seperti di Jalan 

Suryowijayan, Jalan Brigjen Katamso, dan Hotel Ambarukmo. Penelitian ini 

menyoroti pentingnya penguatan sistem administrasi arsip Serat Kekancingan 

agar pengaturan hak atas tanah lebih jelas, tertib, dan tidak menimbulkan 

polemik hukum di kemudian hari. Perbedaan penelitian tersebut 

menitikberatkan pada pengelolaan arsip Serat Kekancingan dan dampaknya 

terhadap kepastian hukum serta penyelesaian sengketa tanah berstatus 

Magersari di Yogyakarta pasca berlakunya UUPA 1960. 

Penelitian yang dilakukan Erna Sri Wibawanti, Raden Mujriyanto, 

Wiwin Budi Pratiwi, dan Imam Amalda Rizki Harahap, yang berjudul 

Kepastian dan Perlindungan Hukum Penggunaan Tanah Kesultanan dan 

 
31 Rakhmawati dkk., Op. Cit. 
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Kadipaten oleh Masyarakat Pasca Undang-Undang Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta32. Penelitian ini mengkaji aspek kepastian dan 

perlindungan hukum bagi masyarakat yang memanfaatkan tanah milik 

Kasultanan dan Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta pasca-berlakunya 

Undang-Undang Keistimewaan. Pemanfaatan tanah tersebut oleh masyarakat 

didasarkan pada Surat Kekancingan, yang berperan sebagai landasan hukum 

dalam pemberian hak guna bangunan maupun hak pakai. Penelitian ini 

menekankan bahwa dengan adanya pengakuan hukum terhadap Kasultanan dan 

Kadipaten sebagai pemilik tanah, masyarakat dapat memperoleh jaminan 

hukum dalam pemanfaatan lahan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi acuan 

bagi penyusunan kebijakan pertanahan di wilayah keistimewaan. Perbedaan 

penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap kepastian dan perlindungan 

hukum bagi masyarakat yang memanfaatkan tanah milik Kasultanan dan 

Kadipaten pasca-berlakunya UUK DIY, dengan penekanan khusus pada peran 

Serat Kekancingan sebagai dasar pemberian hak guna bangunan atau hak pakai 

Penelitian yang dilakukan oleh Sugiarto yang berjudul Politik Hukum 

Pertanahan Pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Yogyakarta (Studi Terhadap Sultan Ground dan Paku 

Alaman Ground).33 Penelitian ini mengkaji politik hukum pertanahan di 

Yogyakarta setelah berlakunya UU No. 13 Tahun 2012. UU ini menetapkan 

 
32 Erna Sri Wibawanti dkk., “Kepastian dan Perlindungan Hukum Penggunaan Tanah 

Kasultanan dan Kadipaten oleh Masyarakat Pasca Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 31, No. 3 (2024): 536–559. 
33 Sugiarto, “Politik Hukum Pertanahan Pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 

tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Terhadap Sultan Ground dan Paku 

Alaman Ground)” (Universitas Islam Indonesia, 2017). 
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Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum yang memiliki hak milik atas 

tanah SG dan PAG. Konsekuensinya, tanah-tanah tersebut menjadi milik resmi 

keraton, sementara masyarakat hanya diberi hak pakai. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa kebijakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan 

berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara, karena menganut 

prinsip domain verklaring yang bersifat feodal. Perbedaan penelitian tersebut 

menyoroti dampak politik hukum pasca diberlakukannya UU Keistimewaan 

DIY No. 13 Tahun 2012, khususnya terhadap status kepemilikan tanah SG dan 

PAG oleh Kasultanan dan Kadipaten, serta dampaknya terhadap hak 

masyarakat. 

F. Landasan Teori 

1. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian hukum merupakan konsep yang menekankan pentingnya 

perlindungan hak-hak individu atau badan hukum yang diatur dengan jelas oleh 

hukum negara. Kepastian hukum dalam ranah agraria di Indonesia diwujudkan 

melalui mekanisme pendaftaran tanah yang terorganisir dengan baik, yang 

menyediakan bukti sah mengenai hak atas tanah. PP No. 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah menjadi kompen penting dalam mewujudkan kepastian 

hukum terkait hak atas tanah. Sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN 

memberikan jaminan kekuatan dan kepastian hukum yang sah, yang 

memastikan transparansi dan perlindungan hak atas tanah.34 

 
34 Jarot Widya Muliawan, Tinjauan Kritis Regulasi dan Implementasi Kebijakan P3MB 

(Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2014). hlm. 38. 
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Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum berkaitan erat dengan 

keberadaan norma yang berlaku secara sistematis dan hierarki sehingga dapat 

dipastikan keabsahannya dalam sistem hukum.35 Beliau menekankan bahwa 

hukum harus memiliki struktur yang jelas agar setiap warga negara mengetahui 

hak dan kewajibannya. Friedrich Hayek menekankan pentingnya kepastian 

hukum sebagai syarat utama agar hukum tidak menjadi alat yang sewenang-

wenang, melainkan menjadi panduan yang pasti dan konsisten dalam kehidupan 

bermasyarakat.36 

Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk mengkaji 

kedudukan hukum Serat Kekancingan dibandingkan sertifikat tanah sebagai 

dokumen legal dalam alat pembuktian hak atas tanah yang sah. Diterbitkan 

sesuai dengan PP No, 24 Tahun1997, sertifikat ini memberikan kepastian 

hukum yang tinggi kakrena diatur secara resmi dan berlaku secara nasional. 

Sebaliknya, Serat Kekancingan yang merupakan dokumen adat atau tradisional, 

memiliki posisi yang kurang pasti dalam sistem hukum agraria nasional. 

Ketidakpastian ini dapat menimbulkan masalah dalam pembuktian hak atas 

tanah dan perlindungan hukum bagi pemiliknya. 

Dengan menggunakan teori kepastian hukum, penelitian ini menilai 

bahwa agar Serat Kekancingan dapat diterima secara sah dan memiliki 

kekuatan hukum yang jelas, perlu adanya pengakuan formal dari sistem hukum 

nasional. Tanpa pengakuan tersebut, posisi Serat Kekancingan tetap berada 

 
35 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, diterjemah oleh Raisul 

Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 112-113. 
36 Friedrich Hayek, Ancaman Kolektivisme, diterjemah oleh Ionnes Rakmat, (Jakarta: 

Freedom Institute, 2011), hlm. 93-94. 
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pada tataran ketidakpastian hukum sehingga berisiko menimbulkan konflik 

agraria. Prinsip kepastian hukum ini menjadi dasar penting untuk 

merekomendasikan pembaruan regulasi atau integrasi dokumen adat dalam 

sistem pendaftaran tanah nasional guna menjamin kepastian perlindungan 

hukum bagi pihak yang memiliki hak atas tanah. 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Dalam Teori Perlindungan Hukum, perlindungan terhadap hak-hak 

individu merupakan aspek yang esensial agar terjamin keadilan dan keamanan 

hukum dalam masyarakat. Perlindungan hukum memberikan kepastian bahwa 

hak-hak tersebut tidak akan dirugikan atau diabaikan oleh pihak lain, termasuk 

oleh negara maupun individu. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum 

merupakan upaya dalam memberikan perlindungan pada seseorang sebagai 

bentuk pemenuhan kepentingan yang berdasarkan pada hak asasi manusia.37 

Dalam konteks penelitian ini, teori perlindungan hukum dimanfaatkan 

sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana Serat Kekancingan dan 

sertifikat tanah mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemilik 

atau pengguna tanah. Sertifikat tanah, yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan 

PP No. 24 Tahun 1997, memiliki kekuatan hukum yang tinggi sebagai alat 

pembuktian hak atas tanah, sehingga memberikan perlindungan hukum yang 

tegas dan efektif bagi pihak yang memilikinya. Sebaliknya, Serat Kekancingan 

sebagai dokumen adat belum mendapatkan perlindungan hukum formal yang 

 
37 Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 

121. 
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memadai, sehingga rawan menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hak. Oleh 

karena itu, penerapan teori perlindungan hukum menyoroti pentingnya 

pengakuan dan perlindungan yang lebih kuat terhadap Serat Kekancingan agar 

hak atas tanah dapat terlindungi secara adil dalam sistem hukum nasional. 

3. Teori Keputusan 

Teori Keputusan dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis 

untuk menilai pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh masyarakat dan 

pemerintah terkait pilihan dokumen hukum atas tanah, yakni antara Serat 

Kekancingan dan sertifikat tanah. Teori Keputusan, menurut Herbert A. Simon, 

menjelaskan bahwa dalam setiap proses pengambilan keputusan, individu atau 

lembaga mempertimbangkan berbagai alternatif berdasarkan informasi yang 

tersedia, tujuan yang ingin dicapai, dan batasan rasionalitas (bounded 

rationality).38 

Dalam konteks agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat 

sering memilih menggunakan Serat Kekancingan karena faktor historis, 

kemudahan akses, dan pengakuan budaya, meskipun secara hukum nasional 

sertifikat tanah memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat. Sementara itu, 

pemerintah sebagai pemegang otoritas pertanahan menghadapi dilema antara 

menghormati nilai-nilai lokal (hukum adat) dan menegakkan kepastian hukum 

nasional melalui regulasi formal seperti PP No. 24 Tahun 1997. 

 
38 Herbert A. Simon, Administrative Behavior (Pelaku Administrasi): Suatu Studi tentang 

Proses Pengambilan Keputusan Dalam Organisasi Administrasi, diterjemahkan oleh St. Dianjung, 

(Jakarta: Bina Aksara, 2007), hlm. 116. 
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Penggunaan Teori Keputusan membantu menjelaskan alasan rasional di 

balik keputusan masyarakat untuk tetap menggunakan Serat Kekancingan, serta 

sikap pemerintah dalam memberikan legalitas atau mendorong pendaftaran 

tanah secara formal. Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka yang 

sistematis untuk menilai legalitas dan kedudukan Serat Kekancingan 

dibandingkan dengan sertifikat tanah dalam sistem hukum agraria Indonesia. 

4. Teori Keberlakuan Hukum 

Menurut Bruggink ada tiga jenis keberlakuan hukum, di antaranya 

keberlakuan hukum normatif, keberlakuan hukum empiris, serta keberlakuan 

hukum evaluative.39 Dapat disimpulkan bahwa secara normatif suatu aturan 

hukum berlaku karena telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan 

masuk dalam sistem hukum yang berlaku secara sah. Secara empiris suatu 

aturan hukum berlaku sebab benar-benar diterapkan dan ditaati dalam 

kenyataan masyarakat. Serta secara evaluatif suatu norma hukum dianggap 

berlaku karena dinilai adil dan sesuai dengan nilai-nilai dan kehendak ideal oleh 

masyarakat. 

Dalam konteks kedudukan hukum Serat Kekancingan, antara ketiga 

keberlakuan hukum ini memiliki keterikatan. Secara normatif, Serat 

Kekancingan mungkin saja tidak memiliki kekuatan hukum seperti Sertifikat 

Tanah sebagaimana dalam peraturan yang berlaku. Tetapi secara empiris, 

dokumen Serat Kekancingan tersebut masih digunakan dan diakui dalam 

 
39 J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, diterjemahkan oleh Arief Sidharta, (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 157. 
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praktik masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Disamping itu, secara 

evaluatif Serat Kekancingan dinilai mencerminkan keadilan dan pengakuan 

historis terhadap hak masyarakat atas tanah. Oleh karena itu, pendekatan 

keberlakuan hukum secara menyeluruh sangat penting dalam menilai posisi dan 

legalitas Serat Kekancingan dalam sistem hukum pertanahan nasional. 

Teori hukum dibedakan dalam tiga macam keberlakuan hukum sebagai 

kaidah, di antaranya: secara yuridis (berdasarkan peraturan yang berlaku), 

secara sosiologis (diterima dan dijalankan oleh masyarakat), dan secara filosofis 

(sesuai dengan nilai-nilai keadilan). Berdasarkan pendekatan ini, Serat 

Kekancingan memiliki keberlakuan sosiologis yang kuat karena tanah tersebut 

telah dimanfaatkan secara turun-temurun oleh masyarakat di DIY. Namun, dari 

aspek yuridis, kekuatan hukumnya lemah karena tidak diakui sebagai alat bukti 

kepemilikan tanah dalam sistem pendaftaran tanah nasional, yang menetapkan 

sertifikat sebagai satu-satunya bukti hukum yang sah 

Melalui teori ini, penelitian mengkaji sejauh mana Serat Kekancingan 

masih memiliki kekuatan keberlakuan dalam praktik agraria, dan bagaimana 

peraturan nasional dapat mengakomodasi keberadaan dokumen lokal tersebut. 

Teori ini menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan antara hukum 

nasional dan praktik hukum lokal, sekaligus menilai legalitas serta posisi Serat 

Kekancingan dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia. 

G. Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang tersusun secara 

sistematis dan terorganisir, berlandaskan data yang relevan, serta dilaksanakan 
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dengan pendekatan yang kritis dan objektif guna memperoleh pemahaman yang 

lebih komprehensif terhadap suatu permasalahan.40 Metode penelitian berusaha 

menemukan dasar dan aturan yang jelas untuk memandu proses penelitian dan 

menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.41 Tujuannya untuk memastikan 

penelitian dilakukan dengan benar, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan valid. Oleh karena itu, penulis 

menetapkan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum 

normatif-empiris, yakni pendekatan yang menggabungkan unsur normatif dan 

empiris. Pendekatan normatif diterapkan untuk mengkaji kenetuan hukum yang 

mengatur hak atas tanah sebagaiman tercantum dalam Serat Kekancingan, 

sedangkan penggunaan penelitian empiris bertujuan menggali terkait praktik 

lapangan terhadap penggunaan Serat Kekancingan oleh masyarakat dan 

tanggapan dari lembaga pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena 

itu, penggunaan penelitian normatif-empiris bertujuan untuk mengetahui 

apakah norma hukum telah diimplementasikan secara efektif di masyarakat, 

serta menemukan terkait kesenjangan antara aturan hukum dan realitas sosial, 

disamping itu, dapat merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan hukum. 

2. Objek Penelitian  

a. Kedudukan Serat Kekancingan dalam sistem hukum agraria nasional. 

 
40 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2000). hlm. 53. 
41 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007). 

hlm. 35. 
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b. Legalitas antara Serat Kekancingan dan Sertifikat Tanah dalam peraturan 

pertanahan nasional 

3. Sumber Data Penelitian 

a. Bahan hukum primer diantaranya data yang dikumpulkan secara langsung 

oleh peneliti dari sumber pertama, dengan tujuan untuk menjawab 

permasalahan yang akan diteliti. Pengumpulan data dilakukan langsung di 

lokasi atau objek tempat penelitian 

b. Bahan hukum sekunder diantaranya data yang dikumpulkan tidak bukan 

secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti, 

melainkan berasal dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Dalam 

penelitian ini, sumber data sekunder mencakup dokumen, literatur, arsip, 

jurnal serta situs di internet yang relevan dengan topik pembahasan. Data 

ini dikumpilkan untuk mendukung analisis dan memperkuat argumentasi 

dalam menjawab rumusan masalah yang diteliti.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung pada subjek yang 

terkait dalam penelitian ini secara terstruktur, diantaranya: 

1) Bapak Ajie Mardana selaku Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dari 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2) Ibu Y. Sari Murti Widiyastuti selaku Tim Hukum dari Panitikismo 

Kesultanan Yogyakarta. 

3) Bapak Saridjo selaku Pamong Warga di Kecamatan Ngampilan dan juga 

sebagai masyarakat pemegang Serat Kekancingan. 
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b. Data sekunder diperoleh dengan menyeleksi dan mengkaji berbagai 

literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang relevan 

dengan topik penelitian. 

Berdasarkan tujuan penelitian penelitian ini, langkah awal dilakukan 

dengan menelaah seluruh data yang telah tersedia dari berbagai sumber, seperti 

dokumentasi dan literatur. Data tersebut kemudian direduksi dengan cara 

merangkum serta memilah informasi yang penting, kemudian disusun secara 

terstruktur agar memudahkan untuk dikelola dan dianalisis. Dalam hal ini 

penulis menggunakan analisa dengan metode normatif-empiris. Metode ini 

digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan secara objektif kedudukan 

hukum Serat Kekancingan dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia. 

5. Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara sistematis untuk menjawab rumusan 

masalah dan mencapai tujuan penelitian, dengan rincian sebagai berikut: 

a. Analisi Data Bahan Hukum (Normatif) 

Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif normatif, yaitu 

menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, 

serta literatur terkait. Bertujuan untuk menelaah terkait kedudukan hukum 

Serat Kekancingan dan perbandingannya secara normatif dengan Sertifikat 

Tanah dalam sistem hukum pertanahan nasional. 

b. Analisis Data Hasil Wawancara (Empiris) 

Analisis data hasil wawancara secara kualitatif deskriptif, yang dilakukan 

melalui pendekatan dengan cara mengolah, mengelompokkan dan 
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menafsirkan informasi yang diperoleh dari pihak responden. Bertujuan 

memperoleh gambaran faktual terkait praktik penggunaan Serat 

Kekancingan dalam masyarakat dan meninjau sejauh mana kesusuaiannya 

pada ketentuan hukum yang berlaku. 

Analisis data akan menghasilkan penafsiran hukum dan evaluasi 

yuridis. Penafsiran hukum yang dilakukan pada peraturan perundang-

undangan yang berkaitan, untuk mengkaji keberlakuakn Serat Kekancingan 

dalam sistem hukum pertanahan nasional. Sehingga dari hasil penafsiran 

tersebut, dilakukan evaluasi yuridis guna menilai apakah Serat 

Kekancingan memenuhi syarat sebagai alat bukti hak atas tanah berdasarjan 

hukum positif, selanjutnya meninjau sejauh mana dokumen tersebut dapat 

berkontribusi dalam kepastian hukum bagi para pemegang hak tersebut. 

H. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab. Bab I membahas kerangka 

pemikiran yang mendasari penelitian, termasuk tujuan penelitian serta teori-

teori yang dipakai dalam analisis. Bab II memuat tinjauan literatur yang 

menganalisis kedudukan hukum Serat Kekancingan dan Sertifikat Tanah 

ditinjau dari peraturan pertanahan nasional. Bab III mengulas hasil penelitian 

dan pembahasan terkait analisis kedudukan hukum Serat Kekancingan dalam 

sistem hukum agraria Indonesia, serta membandingkan legalitasnya sebagai 

dokumen pembuktian hak atas tanah dengan Sertifikat Tanah menurut peraturan 

pertanahan nasional. Bab IV berisi kesimpulan dan rekomendasi berdsarkan 

penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG SERAT KEKANCINGAN DAN 

KAITANNYA DENGAN PERTANAHAN DI KESULTANAN 

YOGYAKARTA 

A. Pengertian dan Perkembangan Serat Kekancingan 

1. Pengertian Serat Kekancingan 

Serat Kekancingan adalah keputusan resmi sebagai dokumen 

administratif yang dikeluarkan oleh Kesultanan Yogyakarta atau Kadipaten 

Pakualaman sebagai bentuk pemberian izin atas pemanfaatan tanah milik 

mereka, yang dikenal dengan Tanah Kesultanan (Sultan Ground) dan Tanah 

Kadipaten (Paku Alaman Ground).42 Dokumen ini digunakan untuk 

melegalkan penggunaan tanah oleh individu, kelompok, atau badan hukum 

dan menjadi syarat utama sebelum pemanfaatan tanah dilakukan. Secara 

konseptual, Serat Kekancingan ini lahir dari sistem pemerintah yang khas 

di DIY, dimana Kesultanan dan Kadipaten bukan hanya simbol budaya, 

tetapi juga subjek badan hukum yang dapat memiliki hak milik atas tanah.43  

Penjelasan ini tercantum dalam Perdais DIY No. 1 Tahun 2017, 

Perdais No. 2 Tahun 2017 dan Pergub DIY No. 33 Tahun 2017 serta Pergub 

DIY No. 49 Tahun 2018. Serat Kekancingan merupakan dokumen tertulis  

 
42 Parakleyto Majma Al-Bahrayn, Lego Karjoko, dan Rahayu Subekti, “Penyelesaian Tanah 

Sultan Ground dan Pakualaman Ground yang ikuasai Masyarakat Berdasarkan Asas Kerakyatan,” 

Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora Vol. 2, No. 3 (2025): 71–81. 
43 Dian Agung Wicaksono, Ananda Prima Yurista, dan Almonika Cindy Fatika Sari, 

“Mendudukkan Kesultanan dan Kadipaten sebagai Subyek Hak Milik Atas Tanah Kesultanan dan 

Tanah Kadipaten dalam Keistimewaan Yogyakarta,” Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan 

Hukum Nasional Vol. 8, No. 3 (2019): 311–328. 



30 

 

 
 

yang memuat ketentuan perjanjian antara pihak Kesultanan/Kadipaten 

dengan pemohon. Dokumen ini mencakup nama pihak yang diberikan izin, 

lokasi tanah, jangka waktu pemanfaatan, serta kewajiban pembayaran 

misalnya berupa uang sewa atau kontribusi.44 Serat Kekancingan meliputi 

berberapa bentuk hak diantaranya, magersari (untuk hunian/penghuni 

tradisional), ngindung (penggunaan non-keprabon untuk 

institusi/masyarakat dengan jangka waktu tertentu), anganggo (pengelolaan 

tanpa pungunan hasil), dan anggaduh (pengelolaan oleh desa untuk 

kepentingan kampung).45 Setiap hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka 

kearifan lokal dan pengelolaan budaya yang tetap berada dalam kendali 

Kesultanan atau Kadipaten. 

2. Sejarah Serat Kekancingan 

Sejarah kemunculan Serat Kekancingan terjalin erat dengan tradisi 

pertanahan di Kesultanan Yogyakarta, khususnya dalam pengelolaan tanah 

adat yang dikuasai keraton sebagai warisan leluhur dan diakui secara hukum 

adat sebagai entitas istimewa. Peraturan adat ini mulai diterapkan sebagai 

bentuk legitimasi atas pemanfaatan tanah oleh masyarakat, dengan tetap 

mempertahankan status kepemilikan tanah sebagai miliik keraton. Secara 

historis, Serat Kekancigan merupakan bentuk adaptasi dari mekanisme 

 
44 Nova Sihotang, “Tanah Kasultanan Berdasarkan Hukum Adat,” kompasiana.com, 2017, 

https://www.kompasiana.com/sihotangnova/59365a57756db50d8923d322/tanah-kasultanan-

berdasarkan-hukum-adat. Diakses 8 Agustus 2025. 
45 Dyar Ayu, “Mengenal Serat Kekancingan dan Fungsinya dalam Sultan Ground,” 

jogja.idntimes.com, 2025, https://jogja.idntimes.com/life/education/mengenal-serat-kekancingan-

dan-fungsinya-dalam-sultan-ground-00-w513j-vyqx31. Diakses 8 Agustus 2025. 
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warisan tanah berbasis adat, sebagai respon terhadap dinamika dan 

perkembangan sistem agraria modern. 

Melalui dokumen Serat Kekancingan, Kesultanan Yogyakarta dapat 

mempertahankan hak kendali atas tanahnya secara simbolis dan struktural, 

sekaligus memberikan akses yang sah terhadap masyarakat dalam 

pemanfaatan tanah tersebut melalui sistem musyawarah dan perizinan 

tertulis. Pengelolaan ini dijalankan oleh struktur internal seperti 

Panitikismo, yakni lembaga yang menangani administrasi sekaligus aspek 

ritual dalam pengelolaan aset tanah Kesultanan. Lebih dari itu, Serat 

Kekacningan juga mencerminkan sistem kekerabatan serta pola hubungan 

patron-klien dalam budaya jawa.46 

B. Kedudukan dan Fungsi Serat Kekancingan 

1. Kedudukan Serat Kekancingan 

Kesultanan merupakan lembaga adat yang sejak lama menjalankan 

sistem hukum, pemerintahan, dan norma adat secara mandiri. Kesultanan 

Yogyakarta menjadi contoh nyata dari eksistensi kesultanan yang masih 

menjalankan peran adat. Keberadaannya yang diakui secara resmi melalui 

peraturan perundang-undangan, yang memberikan status khusus 

keistimewaan. Meskipun Sultan menjabat sebagai Gubernur, nilai-nilai adat 

tetap dijaga dan dijalankan, menjadikan Kesultanan Yogyakarta sebagai 

entitas yang menggabungkan fungsi lembaga adat dan pemerintah daerah. 

 
46 Harina Teja P, Op. Cit. 
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Pengelolaan dan pemanfaatan tanah-tanah Kasultanan (Sultan 

Ground/SG) dan Kadipaten Pakualaman (Pakualaman Ground/PAG) tidak 

terlepas dari sistem hukum adat yang masih hidup dan diakui secara 

konstitusional.47 Salah satu instrumen penting dalam sistem ini adalah Serat 

Kekancingan, yaitu surat keputusan resmi dari Kasultanan Yogyakarta atau 

Puro Pakualaman yang memberikan izin pemanfaatan tanah kepada 

perorangan atau lembaga. 

Serat Kekancingan berfungsi sebagai bukti hak adat atas izin 

pemanfaatan tanah, yang meskipun tidak memberikan hak kepemilikan 

mutlak, namun memberikan legitimasi hukum untuk penggunaan lahan 

dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, masyarakat yang tidak memiliki 

tanah secara pribadi, tetapi dapat menggunakan dan mengelolanya 

berdasarkan kesepakatan dengan pihak Keraton atau Puro Pakualaman.  

Pemanfaatan tanah dapat berupa hak pakai, pinjam pakai, atau 

sistem tradisional, seperti magersari dan ngindung yang merupakan bentuk 

hak perorangan atas tanah yang diberikan oleh pemilik tanah sebagai wujud 

kebaikan hati, berdasarkan asas tolong menolong dan kekeluargaan, pihak 

yang menerima hak tersebut diizinkan untuk membangun rumah di atas 

tanah itu atau tinggal di sebagian bangunan milik pemilik tanah, tanpa 

kewajiban membayar imbalan tertentu.48  

 
47 Heru Purnomo, “Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten,” 

Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Vol. 1, No. 1 (2022): 71–92. 
48 M Syamsuddin, “Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah 

Magersari,” Jurnal Yudisial Vol. 7, No. 1 (2014): 18–33. 
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Keberadaan Serat Kekancingan memiliki makna hukum dan sosial 

yang kuat. Secara hukum, dokumen ini menjadi prasyarat utama bagi BPN 

untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah di wilayah SG atau PAG. Tanpa 

surat tersebut, proses sertifikasi tidak dapat dilakukan. Hal ini ditegaskan 

dalam berbagai peraturan daerah, termasuk Peraturan Gubernur DIY Nomor 

33 Tahun 2017 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan DIY. 

Secara sosial dan budaya, Serat Kekancingan mencerminkan 

kearifan lokal dalam pengelolaan tanah, yang tidak semata-mata 

berdasarkan kepemilikan individual, tetapi lebih mengedepankan asas 

manfaat, keseimbangan, dan tanggung jawab komunal. Masyarakat adat di 

wilayah Yogyakarta memandang Serat Kekancingan sebagai simbol 

identitas dan hubungan timbal balik antara individu/pemohon dan lembaga 

adat yang memiliki otoritas spiritual dan kultural atas tanah.49 

Secara prinsip Serat Kekancingan bukan sekadar dokumen 

administratif, melainkan bentuk pengakuan negara terhadap sistem hak 

ulayat masyarakat hukum adat di Yogyakarta. Dokumen ini berperan 

penting dalam menjaga kesinambungan antara sistem agraria nasional dan 

kedaulatan budaya lokal, serta memastikan bahwa pengelolaan tanah di DIY 

tetap selaras dengan nilai-nilai adat, keistimewaan daerah, dan 

kesejahteraan masyarakat.50 

 
49 Satriani Septi, “Peranakan dan Serat Kekancingan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton 

Jogjakarta,” Jurnal Penelitian Politik Vol. 14, No. 1 (2018): 45–54. 
50 Harina Teja P, Op. Cit. 
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2. Fungsi Serat Kekancingan 

Dokumen Serat Kekancingan menjadi syarat mutlak untuk 

penggunaan tanah keraton. Dokumen ini mencantumkan beberapa elemen 

penting seperti identitas pemohon, rincian lokasi dan batas tanah, serta 

jangka waktu pemanfaatan tanah. Secara prinsip pemberian dokumen ini 

menghasilkan perjanjian mengenai kewajiban pengguna, seperti menjaga 

integritas tanah dan mematuhi ketentuan adat yang berlaku.  

Meskipun Serat Kekancingan bukan dokumen yang memiliki 

kekuatan mengikat secara nasional karena bukan bagian dari peraturan 

negara, dokumen ini memiliki kekuatan yang penting di tingkat lokal. Serat 

Kekancingan berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara sistem 

hukum agraria nasional dan kedaulatan adat di Yogyakarta. Melalui 

dokumen ini, pemanfaatan tanah dapat tetap mendukung pelestarian budaya 

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap berada dalam 

kerangka pengakuan adat. 

C. Relevansi Serat Kekancingan terkait dengan proses pendaftaran tanah di 

Yogyakarta 

Relevansi Serat Kekancingan dalam pendaftaran tanah, 

sebagaimana konteks keistimewaan Yogyakarta, keberadaan Serat 

Kekancingan berperan sebagai jembatan antara sistem pertanahan 

tradisional dan sistem pertanahan nasional. Keistimewaan ini secara 

eksplisit diakui dalam UUK No. 13 Tahun 2012, keistimewaan yang tidak 

hanya menetapkan kedudukan hukum yang tegas bagi lembaga Kesultanan 
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Yogyakarta, tetapi juga memberikan hak dan kewenangan atas kepemilikan 

tanahnya.51 Dengan demikian, Serat Kekancingan tidak hanya menjadi 

bentuk legitimasi atas pemanfaatan tanah, tetapi juga menjadi dasar hukum 

yang penting dalam proses pendaftaran tanah, terutama untuk tanah-tanah 

yang secara historis merupakan bagian dari tanah adat kerajaan. 

Proses pendaftaran tanah di Yogyakarta, terutama terhadap tanah-

tanah yang termasuk kategori SG atau PAG, memiliki mekanisme yang khas 

dan tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan proses pendaftaran tanah di 

daerah lain. Dalam hal ini, Serat Kekancingan memiliki posisi sentral 

sebagai dokumen pendahuluan yang menjadi dasar untuk pengajuan 

sertifikat hak atas tanah. Masyarakat atau institusi yang menguasai dan 

menggunakan tanah SG atau PAG diwajibkan mengajukan permohonan 

pemanfaatan melalui mekanisme tertentu yang diatur dalam Pergub DIY 

No. 49 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah 

Kesultanan dan Tanah Kadipaten.  

Permohonan ini harus disertai dengan berbagai dokumen pendukung 

seperti surat keterangan tanah dari kelurahan atau kecamatan, rekomendasi 

kesesuaian tata ruang dari dinas terkait, serta peta lokasi tanah. Setelah itu, 

permohonan diajukan ke Kesultanan atau Kadipaten untuk memperoleh 

Serat Kekancingan sebagai bentuk persetujuan resmi atas penggunaan tanah 

tersebut. Dokumen Serat Kekancingan dikeluarkan oleh Panitikismo yang 

merupakan lembaga agraria perwakilan keraton yang memiliki otoritas 

 
51 Carolus Bregas, Op. Cit. 
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megelola pemanfaatan dan penggunaan tanah keraton untuk berbagai 

kepentingan dan kesejahteraan rakyat.52 

Relevansi Serat Kekancingan dalam proses pendaftaran tanah 

menjadi penting, sebab banyak kasus di masyarakat atau institusi yang 

memanfaatkan tanah SG atau PAG tanpa terlebih dahulu mendapatkan Serat 

Kekancingan, karena prinsipnya, status tanah tersebut bukan merupakan 

tanah negara maupun tanah miliki perseorangan, melainkan tanah milik 

Kesultanan atau Kadipaten, sehingga harus mendapat izin khusus untuk 

digunakan oleh pihak lain.53 Dengan demikian, keberadaan Serat 

Kekancingan menjadi elemen legal-formal yang penting sebagai pelengkap 

alas hak dalam proses sertifikasi. Tanpa dokumen ini, maka status 

penggunaan tanah akan tetap berada dalam posisi yang tidak jelas secara 

hukum dan berpotensi menimbulkan konflik pertanahan di masa depan. 

Manfaat utama dari Serat Kekancingan dalam konteks pertanahan 

di Yogyakarta adalah memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan 

dan penguasaan tanah oleh pihak lain. Disamping itu, pemegang Serat 

Kekancingan memiliki dasar hukum untuk melanjutkan proses administrasi 

lainnya, seperti pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB), izin 

lingkungan, dan pendaftaran hak atas tanah diantaranya hak pakai atau hak 

 
52 Wineeke Putri, Op. Cit. 
53 Andreas Tri Pamungkas dan Jibi, “KEISTIMEWAAN: Magersari Mulai Picu Konflik,” 

espos.id, 2012, https://regional.espos.id/keistimewaan-magersari-mulai-picu-konflik-353913. 

Diakses 10 Juli 2025. 
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guna bangunan di atas hak milik tanah kesultanan atau kadipaten, dengan 

tata cara dan persyaratan peraturan internal kesultanan dan kadipaten.54 

D. Sejarah dan Struktur Pertanahan di Yogyakarta 

1. Sejarah dan Pembentukan Kesultanan Yogyakarta 

Awal mula terbentuknya Kasultanan Yogyakarta berakar dari sejarah 

panjang Kerajaan Mataram Islam. Cikal bakalnya dimulai ketika Danang 

Sutawijaya putra dari Ki Ageng Pamanahan berhasil mengalahkan Arya 

Panangsang atas sayembara dari Sultan Hadiwijaya (Raja Pajang). Sebagai 

hadiah, Danang Sutawijaya memperoleh wilayah Mataram berupa hutan 

Mentaok yang kemudian dibuka dan dijadikan pusat pemerintahan di Kota 

Gede. Setelah wafatnya Ki Ageng Pamanahan, Sutawijaya 

menggantikannya dan memperkuat kedudukan politik Mataram. Ia 

kemudian mendeklarasikan kemerdekaan dari Pajang dan menjadi raja 

pertama dengan gelar Panembahan Senopati, dengan mendirikan Kerajaan 

Mataram Islam pada 1582 M.55 

Kepemimpinan berlanjut kepada putranya, Raden Mas Jolang 

(Prabu Hanyakrawati), kemudian ke Sultan Agung Hanyokrokusumo yang 

memerintah antara tahun 1613-1645. Sultan Agung memperluas kekuasaan 

Mataram hingga hampir seluruh pulau Jawa.56 Sultan Agung dikenal 

 
54 UWMY, “Kedudukan Tanah Kasultanan dalam Sistem Hukum Tanah Nasional,” 

lldikti5.kemdikbud.go.id, 2023, https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/kedudukan-tanah-

kasultanan-dalam-sistem-hukum-tanah-nasional. Diakses 10 Juli 2025. 
55 “Panembahan Senopati,” Kebudayaan.kotajogja.go.id, 2021, 

https://kebudayaan.jogjakota.go.id/page/index/panembahan-senopati. Diakses 8 Juli 2025. 
56 “Sultan Agung,” Kebudayaan.kotajogja.go.id, 2021, 

https://kebudayaan.jogjakota.go.id/page/index/sultan-agung. Diakses 8 Juli 2025. 



38 

 

 
 

sebagai pemimpin yang ambisius, berwibawa, dan memiliki cita-cita besar 

untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Mataram. Ia berusaha 

mengusir pengaruh VOC Belanda yang makin kuat di Jawa. Konflik antara 

Sultan Agung dan VOC menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah 

Indonesia. Pertempuran yang berlangsung selama beberapa tahun ini 

berdampak besar bagi Mataram, VOC, dan perkembangan sejarah 

Indonesia. Peristiwa ini juga menjadi titik perubahan dalam kekuasaan di 

Nusantara dan memengaruhi keadaan politik dan ekonomi di masa depan.57 

Sepeninggal Sultan Agung, Amangkurat I memerintah dan mulai 

menjalin hubungan dekat dengan VOC, yang menimbulkan ketegangan 

internal dan memicu pemberontakan Trunojoyo (1674–1680).58 Setelah 

Amangkurat I wafat dalam pelarian ke Batavia, kekuasaan beralih ke 

Amangkurat II yang memindahkan pusat pemerintahan ke Kartosuro. 

Penerusnya, Amangkurat III, menghadapi konflik politik internal hingga 

munculnya Sunan Paku Buwono II yang berseteru dengan Pangeran 

Mangkubumi (kelak menjadi Hamengku Buwono I).59 

Perselisihan ini berakhir dengan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 

1755, yang membagi Kerajaan Mataram menjadi dua: Kasunanan Surakarta 

dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Perjanjian tersebut mengakui 

 
57 “Sultan Agung Versus J P Coen,” unfatma.ac.id, 2024, https://unfatma.ac.id/sultan-

agung-versus-j-p-coen.html. Diakses 8 Juli 2025. 
58 “Pemberotakan Trunojoyo: Penyebab, Kronologi, dan Dampak,” Kompas.com, 2023, 

https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/06/22/201957078/pemberontakan-trunojoyo-penyebab-

kronologi-dan-dampak?page=all#:~:text=KOMPAS.com - Pemberontakan Trunojoyo adalah aksi 

perlawanan,Mataram Islam kemudian dipimpin oleh Amangkurat I. Diakses 8 Juli 2025. 
59 “Pasang Surut,” makamkotagede.bantulkab.go.id, 

https://makamkotagede.bantulkab.go.id/page/detail/2022000009/page/lists/2022000007/situs-

mataram-islam-di-kotagede.html. Diakses 8 Juli 2025. 
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Pangeran Mangkubumi sebagai Sultan Hamengku Buwono I, dan 

mendirikan Kasultanan Yogyakarta. Kemudian dilanjutkan dengan 

Perjanjian Jatisari yang mengukuhkan perbedaan identitas budaya antara 

Surakarta dan Yogyakarta.60 

Pembangunan Keraton Yogyakarta dimulai pada 9 Oktober 1755 

dan selesai pada 7 Oktober 1756, ditandai dengan simbol Dwi Naga Rasa 

Tunggal. Pemerintahan Kasultanan mengalami pasang surut, terutama saat 

penjajahan Inggris. Pada 1812, Inggris memaksa Hamengku Buwono II 

turun tahta dan digantikan oleh Hamengku Buwono III. Saat itu, wilayah 

Kasultanan mulai dibagi, salah satunya kepada Pangeran Notokusumo (adik 

tiri Sultan), yang kemudian diangkat sebagai Adipati Paku Alam I dan 

mendirikan Kadipaten Pakualaman. Wilayah Kadipaten terdiri dari 

sebagian tanah di dalam kota dan sebagian besar di daerah Adikarto, yang 

sekarang merupakan bagian dari Kulonprogo.61 

Pembentukan Kasultanan Yogyakarta menjadi babak baru dalam 

sejarah politik dan pertanahan di Jawa. Dari sinilah muncul otoritas Keraton 

atas tanah-tanah seperti Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground 

(PAG), yang kemudian berperan dalam sistem hukum agraria dan 

pengelolaan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta hingga masa kini. 

 
60 “Perjanjian Giyanti,” Kebudayaan.kotajogja.go.id, 2021, 

https://kebudayaan.jogjakota.go.id/page/index/perjanjian-giyanti. Diakses 8 Juli 2025. 
61 “Sejarah Berdirinya Karaton Yogyakarta,” smkn1saptosari.sch.id, 2024, 

https://www.smkn1saptosari.sch.id/berita/read/Sejarah-Berdirinya-Karaton-

Yogyakarta#:~:text=Selama proses pembangunan tersebut%2C Sri Sultan Hamengku,1756 (Kemis 

Pahing%2C 13 Sura 1682 TJ). Diakses 8 Juli 2025. 
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2. Struktur Pertanahan di Yogyakarta 

Yogyakarta menjadi satu-satunya daerah setingkat provinsi yang 

secara resmi diakui sebagai daerah istimewa melalui undang-undang. 

Pengakuan tersebut pertama kali ditetapkan dalam UU No. 9 Tahun 1955 

yang mengubah UU No. 3 juncto No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketentuan lebih rinci mengenai status 

keistimewaan Yogyakarta diatur dalam UUK No. 13 Tahun 2012, 

khususnya pada Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan bahwa salah satu 

kewenangan istimewa yang dimiliki adalah urusan pertanahan.62 

Tanah di wilayah DIY memiliki struktur yang unik dan diakui secara 

hukum melalui UUK 13 Tahun 2012 maupun Perdais DIY No.1 Tahun 

2017, yang secara eksplisit menyatakan bahwa Kesultanan Ngayogyakarta 

Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai badan hukum yang 

memiliki hak atas tanah yang disebut tanah SG dan PAG.63 Tanah 

Kesultanan terbagi menjadi dua jenis, yaitu Tanah Keprabon dan Tanah 

Bukan Keprabon. Tanah Keprabon merupakan tanah yang digunakan untuk 

bangunan dan fasilitas keraton seperti Pagelaran, Sripanganti, makam raja 

dan keluarganya, alun-alun, masjid, taman sari, pesanggrahan, serta situs-

situs petilasan. Sementara itu, tanah bukan keprabon terdiri atas lahan yang 

 
62 Amanda Nurdiana Puspitasari dan Mukmin Zakie, “Kedudukan Tanah Kas Desa Setelah 

Berlakunya Peraturan Gubernur Istimewa Yogyakarta nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan 

Tanah Desa,” Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 

2, No. 6 (2024): 285–300. 
63 Sigar Aji Poerna, “Status Hukum Tanah Kesultanan Yogyakarta,” hukumonline.com, 

2020, https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-tanah-kasultanan-yogyakarta-

lt5e154165681a4/. Diakses 7 Agustus 2025. 
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digunakan oleh masyarakat atau lembaga dengan dasar hukum tertentu, 

seperti magersari, hak pakai, atau untuk fasilitas umum seperti kampus dan 

rumah sakit, serta lahan yang digunakan tanpa alas hak.64 

Selain tanah SG dan PAG ada juga Tanah Desa atau dikenal sebagai 

tanah kas desa, diatur dalam Pergub DIY No. 34 Tahun 2017, menyatakan 

bahwa tanah kas desa adalah bagian dari tanah desa yang digunakan untuk 

mendukung kegiatan pemerintahan desa. Tanah desa ini berasal dari 

wilayah milik Kesultanan atau Kadipaten, yang pengelolaannya diserahkan 

kepada pemerintah desa melalui hak anggaduh. Hak anggaduh sendiri 

adalah hak adat yang diberikan oleh Kesultanan/Kadipaten kepada desa, 

yang memungkinkan desa mengelola dan memanfaatkan hasil dari tanah 

tesebut selama masih digunakan untuk kepentingan pemerintahan desa.65 

Pemberian hak tersebut bukan sebagai status hak milik kepada desa, 

melainkan hak untuk mengelola lahan tertentu untuk penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pensiun (pengarem-arem), tunjangan pegawai desa 

(pelungguh), atau pendapatan desa.66  

Awal mula pada era pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VII, 

konsep Sultan Ground pertama kali diperkenalkan melalui Rijksblad 

 
64 “Mengenal Sultan Ground, dari Sejarah hingga Pemanfaatan Tanah Kesultanan 

Yogyakarta,” Kompas.com, n.d., 

https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/11/19/075300678/mengenal-sultan-ground-dari-sejarah-

hingga-pemanfaatan-tanah-kasultanan?page=all. Diakses 19 Mei 2025. 
65 Nurdiana Puspitasari dan Zakie, “Kedudukan Tanah Kas Desa Setelah Berlakunya 

Peraturan Gubernur Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa 

(Studi di Kelurahan Argomulyo, Kapenewon Cangkringan, Kabupaten Sleman).” Prosiding 

Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 6 (2018): 285-300. 
66 “Klasifikasi Tanah Desa,” halojpn.id, 2023, 

https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2023-98ba. Diakses 7 Agustus 2025. 
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Kesultanan No. 16 Tahun 1918, yang menetapkan bahwa semua tanah yang 

tidak memiliki bukti kepemilikan resmi dikategorikan sebagai milik 

Keraton, dengan penerapan prinsip domein varklaring yang diadopsi dari 

hukum kolonial Belanda. Ketentuan serupa juga ditetapkan untuk 

Kadipaten Pakualaman melalui Rijksblad Pakualaman No. 18 Tahun1918.67 

Prinsip domein ini kemudian membuat keraton berwenang penuh atas tanah 

tanpa hak bukti dan ini bukan semata-mata berdasarkan aspek ekonomi, 

tetapi juga mencerminkan nilai historis, identitas politik, dan spiritual 

Kesultanan. 

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, status Sultan Ground diakui 

secara resmi melalui Piagam Kedudukan Sultan HB IX (19 Agustus 1945) 

serta UU No. 3 Tahun 1950 yang membentuk status Istimewa DIY, sehingga 

Keraton tetap mempertahankan hak atas tanahnya.  Pada prinsipnya Sultan 

Ground dibagi menjadi dua yaitu, Sultanaat Ground artinya Tanah 

Kesultanan yang dimiliki Kesultanan dan Tanah Mahkota artinya tanah 

yang tidak bisa diwariskan merupakan atribut pemerintahan keraton. Tetapi 

keduanya dapat dimanfaatkan oleh rakyatnya.68 Selain sebagai entitas legal, 

Sultanaat Ground juga memiliki dimensi simbolis menjadi lambang 

 
67 Dipna Videlia Putsanra, “Asal Usul Tanah Desa: dari Kepunyaan Negara jadi Milik 

Keraton,” tirto.id, 2021, https://tirto.id/asal-usul-tanah-desa-dari-kepunyaan-negara-jadi-milik-

keraton-gjHZ. Diakses 7 Agustus 2025. 
68 Rheza Naufal Ramaputra, “Sultan Ground dilihat dari Kebijakan Otonomu Khusus 

Daerah Istimewa Yogyakarta,” kumparan.com, 2024, https://kumparan.com/rheza-naufal-

ramaputra/sultan-ground-dilihat-dari-kebijakan-otonomi-khusus-daerah-istimewa-yogyakarta-

23F9Y6lsruO/1. Diakses 7 Agustus 2025. 
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identitas historis dan spiritual Kesultanan yang melekat dan berkelanjutan 

hingga kini.  

Perbedaan mencolok antara tanah Keraton (SG/PAG) dan tanah 

masyarakat (tanah bebas). Tanah Keraton merupakan milik kelembagaan 

Kesultanan dan Kadipaten, bukan milik pribadi Sultan maupun Adipati, dan 

statusnya diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya 

tanah masyarakat mencakup lahan yang sudah dikuasai atau dikelola oleh 

warga dengan atau tanpa alas hak formal yang tidak termasuk dalam 

wilayah SG atau PAG. 
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BAB III 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN KEDUDUKAN DAN LEGALITAS 

HUKUM SERAT KEKANCINGAN TERKAIT PERTANAHAN DI 

YOGYAKARTA 

A. Hasil Penelitian 

1. Kedudukan Hukum Serat Kekancingan 

Sistem kekancingan sebagai bentuk tradisional sekaligus administratif 

dari mekanisme pemanfaatan tanah Kesultanan Ngayogyakarta yang telah 

berlangsung sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, tidak 

lama setelah Perjanjian Giyanti 1755. Dalam konteks sejarahnya, Serat 

Kekancingan awalnya merupakan bentuk penggunaan tanah oleh rakyat dengan 

imbalan berupa hasil bumi, seperti beras atau hasil pertanian lainnya, namun 

seiring perkembangan sistem pemanfaatan tanah Kesultanan atau Kadipaten 

juga semakin berubah. Dalam praktik modern, proses permohonan pengajuan 

dan pengesahan Serat Kekancingan atau surat resmi dari Kesultanan dalam 

pemanfaatan tanah, harus melalui tahapan birokrasi dan administrasi yang lebih 

formal dan melibatkan berbagai institusi pemerintahan daerah.69 

Landasan hukum tentang keberadaan sistem kekancingan menggunakan 

pendekatan normatif yang bertujuan mengkaji untuk menelaah posisi Serat 

Kekancingan berdasarkan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.  

Peraturan hukum yang menjadi dasar keberadaan dan pengakuan diantaranya:

 
69 Wawancara dengan Ibu Y. Sari Murti Widiyastuti, Tim Hukum Kawadanan Hageng 

Punokawan Datudana Yuyasa, di Kantor Panitikismo Keraton Yogyakarta, 22 Juli 2025 
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1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara 

memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang melekat padanya, 

selama hak-hak tersebut masih hidup, relevan dengan dinamika masyarakat, 

dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Ketentuan konstitusional ini menjadi landasan yuridis bagi 

pengakuan terhadap entitas adat seperti Kesultanan dan Kadipaten di 

Yogyakarta sebagai subjek hukum adat yang sah. Dalam konteks ini, hak-

hak tradisional yang dimaksud mencakup kewenangan untuk mengelola dan 

memanfaatkan tanah adat, termasuk melalui mekanisme kekancingan yang 

menjadi ciri khas sistem pertanahan di wilayah tersebut.70 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria; 

Pasal 3 memberikan dasar hukum bagi pengakuan terhadap hak-hak 

masyarakat hukum adat dalam pengelolaan tanah, termasuk hak ulayat dan 

bentuk-bentuk serupa. Negara, dalam menjalankan hak menguasai atas 

tanah, dapat memberikan pengakuan atas hak-hak tersebut selama masih 

hidup dan diterapkan secara nyata di masyarakat, serta tidak bertentangan 

dengan kepentingan nasional maupun peraturan perundang-undangan yang 

 
70 Wawancara dengan Bapak Ajie Mardana, Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dari 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 10 Juli 2025. 



46 

 

 
 

lebih tinggi. Ketentuan ini menjadi landasan normatif bagi keberadaan 

sistem kekancingan di wilayah DIY, sebagai bagian dari praktik pertanahan 

adat yang dijalankan oleh Kesultanan. Selama sistem kekancingan masih 

dipraktikkan dan diakui secara sosial, serta sejalan dengan prinsip-prinsip 

hukum nasional, maka keberdaannya dapat diangggap sah menurut 

kerangka UUPA.71 

Pasal 5 menegaskan bahwa hukum agraria di Indonesia pada 

dasarnya bersumber pada hukum adat, sejauh tidak bertentangan dengan 

kepentingan nasional, prinsip persatuan bangsa, sosialisme Indonesia, serta 

ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketentuan ini 

memberikan ruang legal bagi keberlakuan praktik lokal sistem kekancingan, 

yang merupakan bentuk pengelolaan tanah adat oleh Kesultanan 

Yogyakarta. Selama praktik tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan 

negara dan tetap memenuhi prinsip keadilan serta tertib administrasi 

pertanahan, maka keberadaannya dapat diakui sebagai bagian dari sistem 

agraria nasional yang berbasis hukum adat.72 

Pasal 16 mengatur jenis-jenis hak atas tanah yang diakui secara 

nasional, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai 

dan hak sewa. Dalam ketentuan ini, tidak terdapat pengakuan eksplisit 

terhadap dokumen atau bentuk tradisional seperti Serat Kekancingan, 

sehingga Serat Kekancingan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk 

 
71 Wawancara dengan Bapak Ajie Mardana, Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dari 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 10 Juli 2025. 
72 Wawancara dengan Bapak Ajie Mardana, Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dari 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 10 Juli 2025. 
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mengklaim hak milik atau mendaftarkan tanah secara langsung dalam 

sistem pertanahan nasional. Tetapi dalam praktik di wilayah DIY, dokumen 

Serat Kekancingan memiliki fungsi administratif, khususnya sebagai syarat 

atau dasar dalam pengajuan HGB atau hak pakai atas tanah Kesultanan atau 

Kadipaten. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan antara pengakuan 

formal dalam sistem hukum nasional dengan praktik lokal yang masih 

mempertahankan nilai-nilai dan struktur hukum adat.73 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta; 

Pasal 32 menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan di bidang 

pertanahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf D, 

Kesultanan dan Kadipaten diakui sebagai badan hukum. Sebagai badan 

hukum, Kesultanan dan Kadipaten memiliki status khusus sebagai subjek 

hukum yang berhak atas kepemilikan sah tanahnya. Kepemilikan ini 

mencakup seluruh tanah yang tergolong sebagai tanah Keprabon maupun 

tanah bukan Keprabon yang tersebar di kabupaten/kota dalam wilayah DIY. 

Selain itu, Kesultanan dan Kadipaten diberikan kewenangan penuh untuk 

mengelola serta memanfaatkan tanah-tanah tersebut, yang penggunaannya 

diarahkan untuk medukung pengembangan kebudayaan, kepentingan 

sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.74 

 
73 Wawancara dengan Bapak Ajie Mardana, Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dari 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 10 Juli 2025. 
74 Wawancara dengan Bapak Ajie Mardana, Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dari 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 10 Juli 2025. 
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Pasal 33 menyatakan bahwa kepemilikan atas pemanfaatan tanah 

Kesultanan dan Kadipaten harus didaftarkan secara resmi melalui lembaga 

pertanahan yang berwenang. Proses ini dilakukan mengikuti ketentuan 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, terdapat 

pihak lain yang mengajukan pemanfaatan atau pengelolaan atas tanah 

tersebut, maka hal itu hanya dapat dilakukan apabila telah memperoleh 

persetujuan tertulis dari pihak Kesultanan atau Kadipaten. Setiap bentuk 

penggunaan tanah oleh pihak ketiga harus terlebih dahulu mendapat izin 

resmi berupa persetujuan dari lembaga yang berwenang. Ketentuan ini 

menegaskan bahwa kendali atas tanah adat tersebut tetap berada di tangan 

lembaga tradisional, meskipun proses administrasinya mengikuti sistem 

hukum pertanahan nasional.75 

Hal ini menegaskan bahwa Kesultanan dan Kadipaten memiliki 

kewenangan hukum yang sah untuk menerbitkan Serat Kekancingan 

sebagai bentuk persetujuan resmi atas pemanfaatan tanah yang berada 

dalam hak milik dan pengelolaan mereka. Kewenangan ini menjadi dasar 

legal bagi penggunaan tanah oleh pihak lain, selama tetap mengikuti 

mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kesultanana atau Kadipaten 

sesuai dengan sistem keistimewaan yang berlaku di Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY).76 

 
75 Wawancara dengan Bapak Ajie Mardana, Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dari 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 10 Juli 2025. 
76 Wawancara dengan Bapak Ajie Mardana, Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dari 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 10 Juli 2025. 
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4. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten; 

Peraturan yang menegaskan bahwa pengelolaan tanah milik 

Kesultanan dan Kadipaten dilakukan berdasarkan prinsip keistimewaan 

serta tata kelola yang bersifat khusus dan berbeda dari sistem pertanahan 

nasional pada umumnya. Dalam peraturan ini, Serat Kekancingan diakui 

sebagai bentuk resmi perizinan atas pemanfaatan tanah milik Kesultanan 

atau Kadipaten oleh pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa Serat 

Kekancingan memiliki peran penting sebagai instrumen legal dalam 

kerangka pengelolaan tanah adat yang diatur melalui sistem pemerintahan 

daerah Istimewa.77 

5. Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten; 

Peraturan yang mengatur secara jelas teknis prosedur penerbitan 

Serat Kekancingan sebagai dokumen persetujuan pemanfaatan tanah 

Kesultanan dan Kadipaten. Dalam regulasi ini, disebutkan bahwa pengajuan 

Serat Kekancingan harus disertai dengan sejumlah dokumen pendukung, 

seperti peta lokasi tanah, kesusaian dengan rencana tata ruang, serta 

rekomendasi teknis dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Ketentuan ini 

menujukkan bahwa proses penerbitan kekancingan tidak hanya bersifat 

 
77 Wawancara dengan Bapak Ajie Mardana, Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dari 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 10 Juli 2025. 
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administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek teknis dan tata ruang 

yang relevan.78 

6. Peraturan Gubernur DIY Nomor 49 Tahun 2018 tentang Prosedur 

Permohonan Pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten; 

Peraturan yang memberikan pedoman resmi mengenai prosedur 

permohonan pemanfaatan tanah milik Kesultanan dan Kadipaten. Peraturan 

ini menegaskan bahwa setiap bentuk pemanfaatan oleh pihak ketiga harus 

melalui mekanisme administratif yang terstruktur, termasuk pengajuan 

permohonan, kelengkapan dokumen, serta persetujuan dari Kesultanan atau 

Kadipaten. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan tanah 

adat berjalan secara tertib, sah dan sesuai dengan prinsip keistimewaan DIY 

serta tata kelola pertanahan yang berlaku.79 

2. Praktik dan Implementasi Serat Kekancingan 

Masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa seluruh tanah di 

Yogyakarta merupakan milik keraton. Namun, persepsi tersebut tidak 

sepenuhnya tepat, sebab kepemilikan tanah keraton hanya mencakup sekitar 

satu persen dari total luas wilayah DIY. Berdasarkan data terbaru data terbaru 

yang dipublikasikan oleh Kumparan.com pada 16 November 2024 dan telah 

dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Dinas 

Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Moh Qayyim Autad, bahwa tanah milik 

Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, benar hanya mencakup satu persen dari 

 
78 Wawancara dengan Bapak Ajie Mardana, Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dari 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 10 Juli 2025. 
79 Wawancara dengan Bapak Ajie Mardana, Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dari 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 10 Juli 2025. 
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total luas wilayah DIY yang mencapai 318.580 hektare.80 Secara keselurahan, 

luas tanah Kesultanan sekitar 27.3 juta meter persegi atau 2.730 hektare, yang 

tersebar di seluruh wilayah DIY, dengan rincian sebagai berikut:81 

1) Kota Yogyakarta 2.195.775 m² 

2) Sleman 3.142.251 m² 

3) Gunungkidul 3.403.944 m² 

4) Kulon Progo 6.842.138 m² 

5) Bantul 11.768.465 m² 

Melalui data tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua tanah di 

Yogyakarta berada dibawah kepemilikan keraton. Tanah SG dan PAG hanyalah 

sebagian kecil dari keseluruhan wilayah DIY, namun tetap memiliki peran 

penting secara historis dan legal dalam tata kelola pertanahan, khususnya di 

bawah kerangka keistimewaan Yogyakarta. Sebagai bagian dari tata kelola 

pertanahan, pemanfaatan tanah milik Kesultanan atau Kadipaten diatur secara 

khusus melalui mekanisme pengajuan Serat Kekancingan. 

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dispertaru DIY, sampai bulan 

September 2022, tercatat sebanyak 8.900 bidang tanah dari total 14.050 bidang 

tanah SG dan PAG di wilayah DIY telah berhasil disertifikatkan oleh BPN. Dari 

total keseluruhan 14.050 bidang tanah yang terdata diseluruh wilayah DIY, 

 
80 Pandangan Jogja, “Luas Tanah Kesultanan Yogyakarta Hanya 1 Persen dari Total 

Wilayah DIY,” kumparan.com, 2024, https://kumparan.com/pandangan-jogja/luas-tanah-

kasultanan-yogyakarta-hanya-1-persen-dari-total-wilayah-diy-23vMRVtyUtY/full. Diakses 12 Juli 

2025. 
81 Dyar Ayu, “Benarkah Semua Tanah di DIY milik Sultan? Ini Fakta Menariknya,” 

jogja.idntimes.com, 2025, https://jogja.idntimes.com/life/education/benarkah-semua-tanah-di-diy-

milik-sultan-ini-fakta-menariknya-00-5fz5v-pjcw45. Diakses 12 Juli 2025 



52 

 

 
 

sebanyak 13.800 bidang merupakan SG, sementara 250 bidang lainnya 

merupakan PAG. Saat ini, sekitar 90% dari keseluruhan tanah tersebut telah 

terdaftar dan tersertifikasi, sementara sisa 10% masih dalam pross 

pendaftaran.82  

Tanah-tanah yang telah disertifikatkan tersebut kini telah dimanfaatkan 

secara nyata untuk mendukung kepentingan masyarakat. Sebanyak 458 bidang 

SG dan 88 bidang PAG digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat 

sementara 633 bidang SG dan 102 bidang PAG dimanfaatkan untuk kegiatan 

sosial, seperti pembangunan fasilitas umum dan pelayanan sosial lainnya. Tanah 

adat SG-PAG di DIY tidak hanya berlandaskan pada aspek hukum, tetapi juga 

diarahkan untuk mendukung kesejahteraan publik dalam kerangka 

keistimewaan daerah.83 

Proses pengajuan Serat Kekancingan atau pemanfaatan tanah, dimulai 

dari permohonan oleh masyarakat, kelompok atau lembaga, yang kemudian 

dilakukan verifikasi teknis oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) 

yang disesuaikan baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi DIY. Verifikasi 

ini mencakup status hukum tanah, kesesuaian dengan tata ruang, dan tidak 

berpotensi tumpang tindih dengan kepemilikan lain (clean and clear). Setelah 

tahap ini, Dispertaru memberikan rekomendasi teknis yang kemudian diajukan 

ke Panitikismo, sebagai lembaga dibawah Kesultanan yang menangani urusan 

 
82 Sunartono, “8.900 Bidang Tanah Kraton dan Pakualaman Telah Disertifikasi,” 

harianjogja.com, 2022, https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/09/28/510/1113200/8900-

bidang-tanah-kraton-dan-pakulaman-telah-disertifikasi. Diakses 8 Agustus 2025. 
83 Ibid. 
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pertanahan, untuk memperoleh pengesahan akhir. Pelaksanaan proses ini 

merujuk pada pada Pergub DIY No. 34 Tahun 2018 sebagai dasar hukum.84 

Tabel 1: Rekapitulasi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah 

Kesultanan dan Kadipaten Tahun 2020-2025 

No. Tahun Permohonan Masuk Sudah diterbitkan 

Rekomendasi 

1. 2020 684 417 

2. 2021 323 585 

3. 2022 86 102 

4. 2023 165 98 

5. 2024 248 193 

6. 2025 107 107 

Total 1613 1502 

Sumber: Diolah dari bahan data Dispertaru DIY Juni Tahun 2025 

Berdasarkan data dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) 

DIY hingga bulan Juni 2025, jumlah permohonan rekomendasi pemanfaatan 

tanah Kasultanan dan Kadipaten menunjukkan tren yang dinamis dari tahun ke 

tahun. Selama kurun waktu 2020 hingga pertengahan 2025, tercatat total 1.613 

permohonan yang masuk, dengan jumlah rekomendasi yang berhasil diterbitkan 

mencapai 1.502 atau sekitar 93,12% dari total permohonan masuk.85 

Tahun 2020 mencatat jumlah permohonan tertinggi, yaitu sebanyak 684, 

namun hanya 417 di antaranya yang mendapat rekomendasi, menunjukkan 

bahwa tidak semua permohonan dapat diproses hingga tuntas. Menariknya, 

pada tahun 2021 terjadi anomali: meskipun permohonan hanya berjumlah 323, 

rekomendasi yang dikeluarkan justru lebih tinggi, yakni 585. Hal ini disebabkan 

 
84 Wawancara dengan Bapak Ajie Mardana, Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dari 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 10 Juli 2025. 
85 Wawancara dengan Bapak Ajie Mardana, Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dari 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 10 Juli 2025. 
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oleh sisa permohonan dari tahun sebelumnya yang baru diproses dan diterbitkan 

rekomendasinya pada tahun tersebut.86  

Pada tahun 2022, terjadi penurunan drastis jumlah permohonan menjadi 

hanya 86, namun tetap diikuti oleh penerbitan 102 rekomendasi, yang 

menunjukkan masih adanya sisa permohonan dari tahun sebelumnya. Tahun 

2023 mencatat 165 permohonan dengan 98 rekomendasi, mencerminkan tren 

yang lebih seimbang namun tetap menunjukkan bahwa tidak semua 

permohonan otomatis disetujui. Pada tahun 2024, jumlah permohonan 

meningkat menjadi 248, dan 193 di antaranya telah mendapatkan rekomendasi. 

Sementara itu, hingga pertengahan 2025, tercatat 107 permohonan yang 

semuanya telah diterbitkan rekomendasinya, menandakan proses yang lebih 

cepat dan efisien di tahun berjalan.87 

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa permohonan 

pemanfaatan tanah cukup fluktuatif dari tahun ke tahun, proses penerbitan 

rekomendasi tetap berjalan aktif. Meskipun, tidak semua permohonan berujung 

pada rekomendasi, menunjukkan adanya proses seleksi, verifikasi, dan evaluasi 

administratif yang ketat dalam sistem tata kelola tanah Kasultanan dan 

Kadipaten. Kesenjangan antara jumlah permohonan dan rekomendasi yang 

diterbitkan juga mengindikasikan pentingnya kelengkapan dokumen serta 

 
86 Wawancara dengan Bapak Ajie Mardana, Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dari 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 10 Juli 2025. 
87 Wawancara dengan Bapak Ajie Mardana, Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dari 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 10 Juli 2025. 
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pertimbangan legal dan adat dalam proses pemberian izin pemanfaatan tanah di 

wilayah keistimewaan Yogyakarta.88  

Pemerintah DIY, melalui Dispertaru menerima permohonan dari 

masyarakat yang ingin memperoleh HGB atau hak pakai atas tanah milik 

Kesultanan atau Kadipaten. Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, 

Dispertaru wajib memberikan jawaban atas permohonan tersebut dalam waktu 

maksimal 30 hari kerja. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada 

tanggapan, maka rekomendasi dianggap telah diberikan secara otomatis. 

Pemberian HGB atau hak pakai ini didasarkan pada rekomendasi resmi dari 

Pemerintah DIY, yang prosesnya difasilitasi melalui koordinasi dengan Kantor 

Pertanahan dan instansi teknis terkait yang membidangi urusan pertanahan. 

Dalam prosesnya, Serat Kekancingan dari Kesultanan atau Kadipaten menjadi 

dokumen penting sebagai dasar pertimbangan dan verifikasi administratif.89 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Panitikismo, bahwa sejak 

tahun 2022 hingga Juli pertengahan tahun 2025, telah diterbitkan lebih dari 

1.080 Serat Kekancingan. Jumlah ini menunjukkan bahwa proses pemanfaatan 

tanah Kesultanan di DIY berjalan secara aktif. Penerbitan Serat Kekancingan 

tidak hanya mencerminkan tingginya permintaan pemanfaatan tanah keraton, 

tetapi juga menunjukkan peran penting dari Panitikismo sebagai lembaga yang 

mengatur, mengawasi, dan memastikan agar setiap penggunaan tanah dilakukan 

 
88 Wawancara dengan Bapak Ajie Mardana, Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dari 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 10 Juli 2025. 
89 Ajie Mardana, Dispertaru DIY, ‘Focus Grup Discussion (FGD), Penelitian “Kajian 

Yuridis Penetapan Kesultanan dan Kadipaten sebagai Subyek Hak Milik Atas Tanah di DIY” (8 

Agustus 2023). 
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sesuai prosedur serta tidak melanggar prinsip-prinsip keistimewaan yang 

berlaku di DIY.90 

Tingginya intesitas penggunaan tanah tersebut juga perlu dipahami 

dalam konteks status kepemilikan tanah kesultanan. Tanah kesultanan bukan 

merupakan milik pribadi Sultan, tetapi dimiliki oleh Kesultanan sebagai sebuah 

lembaga. Kepemilikan ini diatur melalui suatu bentuk badan hukum khusus 

yang diakui secara resmi dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda 

dengan badan hukum pada umumnya, status badan hukum Kesultanan ini 

ditulis dengan huruf kecil, yang menunjukkan bahwa sifatnya tidak sama 

dengan badan hukum perusahaan atau organisisai biasa. Melalui status ini, 

Kesultanan dapat memiliki hak milik tanah atas nama lembaga, bukan atas 

nama pribadi Sultan, sehingga pengelolaannya bersifat kelembagaan dan tidak 

diwariskan atau dialihkan secara pribadi, menjamin bahwa pemanfaatannya 

tetap dalam kerangka tanggung jawab intitusional yang berkelanjutan. Untuk 

pendaftaran tanah Kesultanan dan Kadipaten, pemerintah pusat telah 

menerbitkan Permen ATR/BPN No 2 Tahun 2022.91 

Dalam praktiknya, muncul berbagai konflik dan tantangan dalam 

pengelolaan tanah Kesultanan. Salah satunya adalah penyalahgunaan tanah 

kalurahan yang dialihfungsikan tanpa izin, misalnya dijual kepada pengembang 

untuk pembangunan perumahan, padahal peraturan jelas melarang hal ini demi 

menjaga fungsi sosial dan ekonomi komunitas. Selain itu, ketidakjelasan data 

 
90 Wawancara dengan Ibu Y. Sari Murti Widiyastuti, Tim Hukum Kawadanan Hageng 

Punokawan Datudana Yuyasa, di Kantor Panitikismo Keraton Yogyakarta, 22 Juli 2025. 
91 Wawancara dengan Ibu Y. Sari Murti Widiyastuti, Tim Hukum Kawadanan Hageng 

Punokawan Datudana Yuyasa, di Kantor Panitikismo Keraton Yogyakarta, 22 Juli 2025. 
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pertanahan dan keterlibatan pihak-pihak luar seperti oknum pejabat tertentu 

yang justru memperkeruh situasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, 

Kesultanan telah membentuk tim pengawas khusus dan memulai proses 

digitalisasi arsip tanah, meskipun belum sepenuhnya rampung.92 

Prinsipnya, tanah Kesultanan Yogyakarta dimiliki oleh lembaga khusus, 

sehingga tidak dapat diperjual-belikan seperti tanah biasa. Tanah Kesultanan 

harus dijaga dan dipertahankan sebab memiliki fungsi penting, sebagai sumber 

kemaslahatan masyarakat maupun warisan budaya yang bernilai historis. 

Dalam kondisi tertentu, tanah ini boleh digunakan untuk kepentingan umum, 

misalnya pembangunan jalan tol, tetapi kepemilikannya tetap milik Kesultanan 

dan hanya dipinjamkan. Untuk dapat memanfaatkan tanah tersebut, pihak luar 

harus mendapatkan izin resmi yaitu Serat Kekancingan. Izin ini bersifat 

sementara dan dapat diperpanjang. Pengguna tanah juga perlu membayar 

Pisung-sung atau penanggalan, yaitu bentuk pengakuan kepada pemilik tanah. 

Besaran Pisung-sung berbeda-beda tergantung pada penggunaannya, tentu 

lebih kecil untuk rumah tinggal dan lebih besar untuk kegiatan komersial.93 

Kondisi ini sesuai dengan temuan di lapangan, sebagaiaman hasil 

wawancara oleh pak Saridjo, selaku Pamong di wilayah Ngampilan RT. 03, RW. 

01, yang mengatakan bahwa tanah-tanah yang berada di wilayahnya sebagian 

besar merupakan tanah yang berstatus Magersari, dan berada di bawah 

pengelolaan keraton. Pemilik Serat Kekancignan pada prinsipnya dapat 

 
92 Wawancara dengan Ibu Y. Sari Murti Widiyastuti, Tim Hukum Kawadanan Hageng 

Punokawan Datudana Yuyasa, di Kantor Panitikismo Keraton Yogyakarta, 22 Juli 2025. 
93 Wawancara dengan Ibu Y. Sari Murti Widiyastuti, Tim Hukum Kawadanan Hageng 

Punokawan Datudana Yuyasa, di Kantor Panitikismo Keraton Yogyakarta, 22 Juli 2025. 
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mewariskan hak kepemilikannya kepada anak atau cucu, selama tetap 

mengikuti aturan yang berlaku, namun tidak dapat dilakukan secara personal, 

sebab pemegang hak tersebut wajib memperbarui atau memperpanjang izin 

dokumen tersebut. Sistem ini dibuat untuk menjaga agar tanah tetap berada 

dalam pengelolaan keraton, sebab keraton memiliki wewenang untuk 

mengambil kembali tanah jika memang dibutuhkan, namun hal ini dilakukan 

dengan proses musyawarah yang disepakati, dan tidak secara sepihak. Sejatinya 

pihak keraton tetap mempertimbangkan kesejahteraan masyarakatnya, dengan 

memberikan tanah pengganti atau relokasi kepada warga yang terdampak.94 

 Dokumen yang berisifat tradisional, namun sistem Serat Kekancingan 

mampu mencerminkan sinergi yang harmonis antara hukum adat dan tata kelola 

modern, dengan pelaksanaan yang umumnya berlangsung secara damai, tertib, 

dan transpasan. Saat ini, di wilayah Ngampilan belum ditemukan konflik besar 

terkait kepenguasaan yang berbasis Serat Kekancingan, sebab semua pihak 

memahami bahwa tanah yang ditempati merupakan milik keraton, disamping 

itu, karena kuatnya peran musyawarah, kejelasan aturan pewarisan, serta 

pengawasan yang konsisten dari pihak keraton.  

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga yang tinggal di 

atas tanah Serat Kekancingan adalah pembayaran Pisung-sung, yaitu pungutan 

tradisional atau sebagai bentuk kontribusi warga kepada komunitas dan otoritas 

keraton. Besaran Pisung-sung yang dibayarkan oleh warga umumnya relatif 

 
94 Wawancara dengan Bapak Saridjo, Pamong Warga Kec. Ngampilan RT. 03 RW. 01, 4 

Juli 2025. 
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kecil, pak Saridjo sendiri membayarnya dengan 2.700 rupiah dengan 

pemanfaatan tanah untuk tempat tinggal. Meskipun terbilang cukup kecil, 

pungutan dana ini memiliki fungsi sosial yang penting, seperti membiayai dana 

pemakaman, kegiatan gotong royong, dan kebutuhan komunitas lainnya.95 

Studi kasus pada wilayah Ngampilan menunjukkan bahwa masyarakat 

yang tinggal di tanah keraton tetap dapat hidup layak, mendapat bantuan 

pembangunan, dan dilibatkan dalam proses apabila terjadinya relokasi atau 

perbaikan infrastruktur secara adil. Saat ini pemerintah daerah tengah 

melaksanakan program 3MK (Mundur, Munggah, Madep Kali) bertujuan 

meningkatkan kualitas infrastruktur dan pemukiman, khususnya di wilayah 

pinggir Sungai Winongo. Keseluruhan sistem ini menegaskan bahwa Serat 

Kekancingan tidak hanya sebagai dokumen kepemilikan, melainkan simbol 

keterikatan sosial, budaya, dan hukum antara rakyat dan keraton yang masih 

relevan sampai saat ini.96 

Dalam upaya penguatan tata kelola pertanahan berbasi keistimewaan, 

Pemerintah Daerah saat ini melalui Dispertaru DIY dan instansi-instani terkait 

tengah menginisiasi pembentukan Command Center, sebagai langkah menuju 

digitalisasi arsip pertanahan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan 

transparansi dan akses informasi mengenai status dan kedudukan tanah di 

wilayah DIY. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengetahui secara 

 
95 Wawancara dengan Bapak Saridjo, Pamong Warga Kec. Ngampilan RT. 03 RW. 01, 4 

Juli 2025. 
96 Wawancara dengan Bapak Saridjo, Pamong Warga Kec. Ngampilan RT. 03 RW. 01, 4 

Juli 2025. 



60 

 

 
 

langsung lokasi dan status tanah, apakah termasuk tanah Kalurahan, tanah milik 

Kesultanan, atau Kadipaten. 97 

Demikian, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati ketika hendak 

melakukan transaksi pertanahan. Sejalan dengan itu, sejak 2022, Keraton 

Yogyakarta membentuk Kawedanan Hageng Punokawan Datudana Suyosi, 

lembaga yang mengatur tanah dan bangunan milik keraton. Panitikismo 

bertugas menjalankan administrasi teknis, sementara pengambilan keputusan 

dilakukan oleh Kawedanan tersebut. Keraton juga berkerja sama dengan 

Dispertaru DIY untuk pendataan dan pengelolaan tanah, yang telah dimulai 

sejak 2015, sebagai bagian dari penguatan tata kelola pertanahan berbasis 

keistimewaan.98  

B. Pembahasan  

1. Legalitas Sertifikat Tanah dan Serat Kekancingan dalam Sistem Hukum 

Sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN berdasarkan UUPA 1960 dan PP 

No. 24 Tahun 1997 menjadi satu-satunya akta otentik yang diakui sebagai alat 

bukti hak kepemilikan hak atas tanah.99 Oleh karena itu, Serat Kekancingan 

tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan maupun akta 

otentik hak atas tanah sebagaimana sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, sebab 

ketentuan Serat Kekancingan hanya spesifik berlaku pada wilayah tertentu, 

 
97 Wawancara dengan Bapak Ajie Mardana, Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dari 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 10 Juli 2025. 
98 Wawancara dengan Bapak Ajie Mardana, Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dari 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 10 Juli 2025. 
99 Abdul Mukmin, “Sertifikat sebagai Alat Bukti Sempurna Kepemilikan Hak Atas Tanah 

ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,” Yuriska: 

Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1, No. 1 (2009): 77–88. 
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khususnya Yogyakarta. Dengan demikian, dibutuhkan pendekatan normatif 

dalam konteks keistimewaan DIY, untuk menganalisis dokumen tersebut 

sebagai legitimasi tersendiri.  

Serat Kekancingan diposisikan sebagai instrument administratif legal 

yang sah menurut tata kelola pemerintah daerah, khususnya dalam kerangka 

otonomi khusus yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2012. Dengan demikian, 

Serat Kekancingan berfungsi sebagai bentuk izin tertulis resmi dari Kesultanan 

atau Kadipaten atas pemanfaatan tanahnya, dan menjadi dasar dalam pengajuan 

hak atas tanah seperti HGB atau hak pakai.100 Keberadaannya mencerminkan 

perpaduan antara sistem hukum adat dengan sistem administrasi pertanahan 

modern, yang secara fungsional tetap diakui dalam praktik pemerintahan daerah 

meskipun tidak memiliki kekuatan hukum absolut dalam hukum nasional. 

Kedudukan Serat Kekancingan dalam sistem hukum nasional dapat 

dipahami melalui tiga aspek utama: 

1) Dokumen ini mendapat penguatan hukum melalui UUK No.13 Tahun 2012 

tentang keistimewaan DIY yang bersifat lex specialis, artinya aturan khusus 

yang berlaku di wilayah DIY dapat mengesampingkan sebagian aturan 

umum dalam UUPA 1960, terutama dalam hal penguasaan tanah oleh 

negara. 

2) Serat Kekancingan berfungsi sebagai dokumen administratif yang otoritatif. 

Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Sertifikat 

 
100 “Kedudukan Tanah Kesultanan dalam Sistem Hukum Tanah Nasional,” 

new.widyamataram.ac.id, 2023, https://new.widyamataram.ac.id/content/news/kedudukan-tanah-

kasultanan-dalam-sistem-hukum-tanah-nasional#:~:text=Pemberian Serat Kekancingan membuka 

kesempatan untuk dapat,terlayani dengan sebaik mungkin%2C” kata Prof Maria. 
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Tanah dari Kantor Pertanahan, dokumen ini menjadi syarat utama dalam 

pemanfaatan atau pengelolaan hak atas tanah di wilayah Kesultanan atau 

Kadipaten. Tanpa adanya dokumen Serat Kekancingan, pemanfaatan tanah 

adat di DIY dianggap tidak sah.  

3) Keberadaan dokumen ini diakui oleh lembaga pertanahan negara, yang 

menerima Serat Kekancingan sebagai salah satu dasar dalam proses 

legalisasi hak atas tanah dalam pengajuan HGB atau hak pakai di wilayah 

tanah Kesultanan atau Kadipaten 

Keberadaan Serat Kekancingan sebagai dokumen pemanfaatan tanah 

Kesultanan dan Kadipaten dalam sistem hukum didukung oleh beberapa asas 

hukum, diantaranya:  

1) Asas pengakuan, yaitu terhadap hukum adat yang tercantum dalam Pasal 

18B ayat (2) UUD 1945 Amandemen IV. Pasal yang menegaskan bahwa 

negara mengakui dan menghormati keberdaan masyarakat hukum adat, 

termasuk sistem pengelolaan tanahnya, selama masih hidup dan seseuai 

dengan prinsip negara kesatuan. Artinya, sistem kekancingan yang berasal 

dari tradisi Kesultanan dan Kadipaten tetap sah sepanjang tidak 

bertentangan dengan hukum nasional. 

2) Asas Lex Specialis derogate legi generali, yaitu asas hukum yang 

menyatakan bahwa peraturan yang bersifat khusus dapat menyampingkan 

aturan yang lebih umum. Dalam hal ini, UUK No. 13 Tahun 2012 sebagai 

aturan khusus yang dapat menggantikan atau menyesuaikan ketentuan 

umum dalam UUPA 1960, khusunya dalam hal penguasaan dan pengelolaan 
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tanah oleh negara. Ini menjadi dasar legal bagi pengelolaaan tanah 

Kesultanan dan Kadipaten secara tersendiri. 

3) Asas Legalitas, yaitu bahwa setiap tindakan hukum harus memiliki dasar 

hukum yang sah. Meskipun Serat Kekancingan bukan produk legislasi 

nasional seperti undang-undang atau peraturan pemerintah pusat, namun 

keberadaannya dijamin oleh peraturan yang sah di tingkat daerah, seperti 

Peraturan Daerah Istimewa dan Peraturan Gubernur DIY. Sehingga secara 

hukum Serat Kekancingan tetap memiliki kekuatan legal sebagai dokumen 

administratif resmi dalam sistem keistimewaan Yogyakarta. 

Dalam sistem hukum nasional, sertifikat tanah merupakan bukti hak atas 

tanah yang paling kuat dan diakui secara resmi oleh negara, sebagai bukti 

otentik yang sempurna atas hak seseorang atas sebidang tanah.101 Secara 

normatif, pengaturan mengenai sertifikat tanah sebagai alat bukti diatur secara 

jelas dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sebagaimana 

dalam Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa sertifikat tanah memiliki fungsi 

sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah dan diakui secara hukum. Serta 

dalam PP No. 18 Tahun 2021. 

Sertifikat tersebut berperan sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap 

kebenaran data fisik, seperti letak dan luas tanah, serta data yuridis, seperti 

status kepemilikan atau jenis hak atas tanah. Namun, kekuatan pembuktian ini 

hanya berlaku jika informasi yang tercantum dalam sertifikat tersebut sesuai 

 
101 Gratia S. W. Simbawa, “Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dan Kepastian Hukumnya 

menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,” Lex Privatum Vol. 6, No. 2 (2018): 30–

37. 
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atau sejalan dengan data yang tercatat dalam surat ukur dan buku tanah yang 

menjadi bagian dari dokumen resmi pertanahan. 

Sertifikat tanah memberikan jaminan kepastian hukum kepada 

pemegangnya dan dianggap sebagai alat bukti yang sah mengenai kepemilikan 

atau penguasaan atas tanah yang telah terdaftar di BPN melalui Kantor 

Pertanahan. Sertifikat ini hanya diterbitkan setelah melalui proses pendaftaran 

yang melibatkan verifikasi status tanah, pengukuran, dan pemeriksaan dokumen 

pendukung lainnya. Oleh karena itu, sertifikat tanah memiliki kedudukan 

hukum yang kuat dan menjadi dasar utama dalam penyelesaian sengketa 

pertanahan maupun proses transaksi legal lainnya. Sebagai alat bukti yang 

tertulis, sertifikat menjadi kekuatan hukum yang diakui sebagai kebenaran 

sampai ada pembuktian sebaliknya melalui proses hukum.  

Sertifikat bukan satu-satunya alat bukti mutlak dan tidak dapat dibantah, 

sebab sertifikat bukan bersifat absolut, melainkan relatif. Sertifikat masih bisa 

dibatalkan melalui proses gugatan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN),102 apabila terbukti terjadi pelanggaran dalam prosedural atau 

perbuatan melawan hukum dalam proses penerbitannya. Seperti cacat 

administratif, cacat hukum, atau jika data yang digunakan dalam proses 

peneribitannya tidak sah atau menyesatkan. Dengan demikian, keabsahan 

sertifikat tetap harus didukung oleh data dan proses yang benar. 

 
102 Miracle G. H. Lontoh, “Kajian Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas 

Tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara,” Lex Administratum Vol. 6, No. 3 (2018): 28–36. 



65 

 

 
 

Berbeda dengan sertifikat tanah yang memiliki legitimasi penuh dalam 

sistem hukum pertanahan nasional, Serat Kekancingan tidak diatur secara 

eksplisit dalam PP No. 24 Tahun 1997, sehingga dokumen tersebut tidak 

memperoleh pengakuan langsung sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah 

dalam kerangka hukum nasional. Secara normatif, Serat Kekancingan lebih 

tepat dipahami sebagai bukti administratif penguasaan atau persetujuan 

pemanfaatan atas tanah milik Kesultanan atau Kadipaten di wilayah DIY yang 

memiliki kekhususan dalam tata kelola pertanahan.  

Serat Kekancingan bukan merupakan surat resmi seperti sertifikat, 

namun dokumen ini dapat digunakan sebagai bukti yang berisi perjanjian bahwa 

seseorang pernah diberi hak untuk memanfaatkan tanah SG atau PAG oleh 

pihak otoritas tradisional (keraton).103 Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 24 

ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa untuk pendaftararn 

hak atas tanah yang belum bersertifikat, diperlukan bukti tertulis atau 

keterangan lain yang menunjukkan penguasaan secara fisik atas tanah 

dimaksud. Apabila bukti tersebut dianggap sah dan dapat diverifikasi oleh 

pejabat pertanahan, maka tanah tersebut dapat didaftarkan secara resmi kedalam 

sistem pertanahan nasional. Dengan demikian, Serat Kekancingan dapat 

digunakan sebagai salah satu dasar administratif dalam proses pendaftaran 

tanah, selama isinya dapat dibuktikan kebenarannya dan diakui oleh pihak 

berwenang. Dalam praktiknya, dokumen ini kerap digunakan sebagai dokumen 

 
103 Muhsin, Nafisah, dan Siswanti, Op Cit. hlm. 71. 
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pendukung dalam permohonan hak atas tanah seperti HGB atau hak pakai, yang 

bersifat sementara dan tidak bersifat absolut.104 

Secara prinsip, Serat Kekancingan tidak dapat dijadikan dasar untuk 

memperoleh sertifikat hak milik (SHM), karena tanah yang tercantum dalam 

dokumen tersebut masih merupakan bagian dari tanah milik Kesultanan atau 

Kadipaten, bukan milik perseorangan secara individual. Oleh karena itu, kantor 

pertanahan tetap mensyaratkan adanya dokumen pendukung lain yang sesuai 

dengan ketentuan hukum nasional, seperti riwayat tanah, rekomendasi teknis 

dari instrasi terkait, serta hasil verifikasi status tanah melalui sistem informasi 

pertanahan yang berlaku secara umum.105 

Kedudukannya yang bukan merupakan jenis alat bukti hak yang diatur 

dalam hukum nasional, tetapi Serat Kekancingan memiliki legitimasi tersendiri 

dalam konteks otonomi khusus DIY sebagaimana diatur dalam UU No. 13 

Tahun 2012. Dalam kerangka ini, Serat Kekancingan diposisikan sebagai 

instrumen administratif yang bersifat legal dan mengikat bagi penerimanya, 

bahwa dokumen ini secara sah dan menjadi bukti tertulis yang kuat. Selain itu, 

juga dapat berfungsi sebagai penanda identitas abdi dalem, sekaligus 

mencerminkan status mereka sebagai bagian dari Keraton Yogyakarta.106 

Kedudukan ini menunjukkan adanya pertemuan antara hukum adat dengan 

sistem administrasi pertanahan modern.  

 
104 Wawancara dengan Ibu Y. Sari Murti Widiyastuti, Tim Hukum Kawadanan Hageng 

Punokawan Datudana Yuyasa, di Kantor Panitikismo Keraton Yogyakarta, 22 Juli 2025. 
105 Wawancara dengan Ibu Y. Sari Murti Widiyastuti, Tim Hukum Kawadanan Hageng 

Punokawan Datudana Yuyasa, di Kantor Panitikismo Keraton Yogyakarta, 22 Juli 2025. 
106 Muhsin, Nafisah, dan Siswanti, Op. Cit. hlm. 72. 
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Hukum positif Indonesia mengakui keberadaan hukum adat dalam 

pengaturan agraria, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPA, selama tidak 

bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Oleh karena itu, dokumen sistem kekancingan tetap dapat diakui 

secara yuridis, meskipun kekuatannya tidak setara dengan sertifikat tanah yang 

diterbitkan oleh negara. Serat Kekancingan berfungsi sebagai bukti awal yang 

memerlukan verifikasi keasilan serta pembuktian penguasaan tanah, misalnya 

melalui keterangan saksi atau bukti pendukung lain. Untuk menjamin kepastian 

hukum dan perlindungan hak, dokumen ini perlu dikonversi ke dalam sistem 

pendaftaran tanah nasional agar mendapat legitimasi formal yang lebih kuat. 

Secara sederhana, keberadaan sistem kekancingan merupakan bentuk 

legalisasi lokal yang sah dalam lingkup tata kelola keistimewaan DIY, meskipun 

belum diakui secara formal dalam tatanan hukum nasional sebagai alat bukti 

hak atas tanah. Kondisi ini mencerminkan adanya dualisme normatif yang perlu 

dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di masa 

mendatang. Sehingga harmonisasi antara sistem pertanahan nasional dan 

kekhususan hukum daerah menjadi kebutuhan penting agar hak-hak masyarakat 

tetap terlindungi tanpa mengabaikan prinsip legalitas yang berlaku secara 

nasional. 

2. Perbandingan Pemanfaatan Sertifikat Tanah dan Serat Kekancingan 

Dalam sistem hukum agraria Indonesia, sertifikat tanah merupakan 

dokumen resmi dan sah yang diterbitkan oleh negara melalui BPN dan memiliki 

kekuatan hukum penuh. Sertifikat tanah berfungsi sebagai bukti otentik atas hak 
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kepemilikan atau penguasaan atas tanah, yang dijamin oleh hukum nasional 

berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997. Sertifikat ini memberikan kepastian hukum 

kepada pemegangnya dan menjadi dasar utama dalam transaksi serta 

penyelesaian sengketa pertanahan. Dengan kekuatan pembuktian prima facie, 

sertifikat tanah dianggap benar secara hukum sampai ada bukti yang 

membuktikan sebaliknya. 107 

Berbeda dengan sertifikat tanah, Serat Kekancingan adalah dokumen 

administratif yang dikeluarkan oleh Kesultanan Yogyakarta atau Kadipaten 

Pakualaman sebagai bentuk persetujuan atas pemanfaatan tanah milik mereka, 

yang dikenal sebagai SG atau PAG. Meskipun bukan merupakan bukti hak yang 

diatur dalam sistem pertanahan nasional dan tidak dapat digunakan langsung 

untuk mendaftarkan hak milik di kantor pertanahan, namun, Serat Kekancingan 

memiliki legitimasi hukum tersendiri dalam konteks keistimewaan Yogyakarta, 

sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2012, Serat Kekancingan 

berfungsi sebagai dasar administratif utama dalam proses pengajuan HGB atau 

hak pakai atas tanah milik Kesultanan atau Kadipaten.108 

Dari segi kekuatan hukum, sertifikat tanah memberikan jaminan 

kepastian hukum yang lebih tinggi karena merupakan hasil dari proses 

pendaftaran tanah secara formal dan terverifikasi. Sementara itu, Serat 

Kekancingan hanya menjadi bukti administratif awal yang masih memerlukan 

verifikasi tambahan dan pengakuan dari lembaga pertanahan sebelum dapat 

 
107 Wawancara dengan Bapak Ajie Mardana, Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dari 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 10 Juli 2025. 
108 Wawancara dengan Bapak Ajie Mardana, Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dari 

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 10 Juli 2025. 
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diintegrasikan ke dalam sistem pertanahan nasional. Oleh karena itu, Serat 

Kekancingan tidak dapat dijadikan bukti mutlak atas kepemilikan tanah, tetapi 

tetap diakui dalam kerangka otonomi khusus DIY sebagai bentuk legalisasi 

lokal yang sah.109 

Kedua dokumen ini mencerminkan pendekatan hukum yang berbeda. 

Sertifikat tanah berbasis pada sistem hukum positif nasional, sedangkan Serat 

Kekancingan mengacu pada sistem hukum adat dan keistimewaan daerah. 

Praktik penggunaan Serat Kekancingan mencerminkan nilai-nilai budaya, 

kearifan lokal, serta hubungan historis antara rakyat dan keraton, yang tetap 

dijaga melalui sistem musyawarah dan tata kelola tradisional. Walaupun tidak 

sekuat sertifikat tanah dalam hal legalitas nasional, sistem kekancingan terbukti 

berjalan relatif tertib dan minim konflik, serta memberikan perlindungan sosial 

yang berbasis adat.110 

Dewasa kini, dibutuhkan harmonisasi antara sistem pertanahan nasional 

dengan sistem kekhususan DIY untuk menghindari dualisme normatif yang 

dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Upaya integratif seperti digitalisasi 

data, kerja sama antara Kesultanan/Kadipaten dan instansi pertanahan, serta 

fasilitasi konversi Serat Kekancingan ke dalam bentuk hak formal seperti HGB 

atau hak pakai, menjadi langkah penting untuk menjamin kepastian hukum dan 

keadilan agraria bagi masyarakat DIY. Perbandingan ini menunjukkan bahwa 

meskipun berbeda secara hukum dan administratif, kedua dokumen tersebut 

 
109 Wawancara dengan Ibu Y. Sari Murti Widiyastuti, Tim Hukum Kawadanan Hageng 

Punokawan Datudana Yuyasa, di Kantor Panitikismo Keraton Yogyakarta, 22 Juli 2025. 
110 Wawancara dengan Ibu Y. Sari Murti Widiyastuti, Tim Hukum Kawadanan Hageng 

Punokawan Datudana Yuyasa, di Kantor Panitikismo Keraton Yogyakarta, 22 Juli 2025. 
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memiliki peran penting dalam tata kelola pertanahan di Indonesia, khususnya 

di wilayah yang memiliki kekhususan seperti Yogyakarta. 

Tabel 2: Perbandingan antara Sertifikat Tanah dan Serat Kekancingan 

Aspek  Sertifikat Tanah Serat Kekancingan 

Penerbit 
Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) 

Kesultanan Yogyakarta atau 

Kadipaten Pakualaman 

Dasar 

Hukum 

PP No. 24 Tahun 1997, 

UUPA 1960 

UU No. 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan DIY, Perda DIY 

No. 1 jo 2/2017, Pergub DIY 

Fungsi 
Bukti otentik hak atas 

tanah 

Persetujuan resmi pemanfaatan 

tanah Kesultanan/Kadipaten 

Kekuatan 

Hukum 

Kuat, bersifat prima facie 

dan diakui secara nasional 

Terbatas, diakui dalam sistem 

keistimewaan DIY 

Status dalam 

Sistem 

Nasional 

Diakui sebagai alat bukti 

hak atas tanah 

Tidak diakui sebagai bukti hak 

milik dalam hukum agraria 

nasional 

Kepastian 

Hukum 

Memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum 

penuh 

Memberikan kepastian 

administratif dalam wilayah 

keistimewaan 

Potensi 

Digunakan 

di 

Pengadilan 

Dapat dijadikan alat bukti 

utama 

Hanya sebagai bukti 

pendahuluan atau 

administratif, bukan bukti 

kepemilikan 

Pendaftaran 

di BPN 

Wajib dan dapat 

didaftarkan langsung 

Tidak dapat didaftarkan 

langsung, harus dikonversi 

melalui prosedur administratif 

Bentuk Hak 

yang 

Diperoleh 

Hak Milik, HGB, Hak 

Pakai, dll. 

HGB atau Hak Pakai setelah 

konversi dan rekomendasi dari 

Kesultanan/Kadipaten 
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Legalitas 

sebagai 

Bukti 

Legal secara nasional 
Legal secara lokal (DIY), 

belum diakui nasional 

Sumber 

Kewenangan 

Negara (Pasal 33 UUD 

1945 dan UUPA) 

Hukum adat dan keistimewaan 

DIY (Pasal 18B UUD 1945 dan 

UU No.13/2012) 

Sifat Hak 
Dapat dialihkan, 

diwariskan, digadaikan 

Bisa diwariskan tetapi tidak 

dapat dialihkan bebas tanpa 

persetujuan Kesultanan 

Pemanfaatan 

oleh Pihak 

Ketiga 

Bisa langsung dilakukan 

(jika sesuai ketentuan 

hukum) 

Harus ada izin tertulis dari 

Kesultanan atau Kadipaten 

Tujuan Awal 

Legalitas dan kepemilikan 

tanah dalam sistem 

nasional 

Pengaturan pemanfaatan tanah 

milik Keraton secara adat dan 

administratif 

Perbandingan antara sertifikat tanah dan Serat Kekancingan 

menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam aspek legalitas, kewenangan, 

dan sistem pengakuan hukum. Sertifikat tanah memiliki kekuatan hukum yang 

kuat dan diakui secara nasional sebagai bukti otentik hak atas tanah, dikeluarkan 

oleh BPN, dan memberikan jaminan kepastian serta perlindungan hukum. 

Sebaliknya, Serat Kekancingan merupakan dokumen administratif khas DIY 

yang berfungsi sebagai bukti persetujuan pemanfaatan tanah milik Kesultanan 

atau Kadipaten, namun hanya diatur sebagai alat bukti kepemilikan tanah dalam 

hukum lokal. Meski begitu, Serat Kekancingan tetap memiliki legitimasi 

hukum lokal yang kuat dalam konteks keistimewaan Yogyakarta dan dapat 

dijadikan dasar administratif.  
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Perbedaan ini mencerminkan adanya dualisme sistem hukum antara 

hukum nasional dan hukum adat yang berjalan berdampingan di DIY. Selain 

perbedaan, Serat Kekancingan memiliki persamaan fungsi dengan Sertifikat 

Tanah, meskipun tidak dikategorikan sebagai sertifikat resmi yang diterbitkan 

oleh negara, namun dijadikan dasar pengurusan hak atas tanah atau legalisasi 

aset khususnya di wilayah Yogyakarta. Dokumen tradisional ini memiliki 

unsur-unsur fungsi dan kedudukan sertifikat tanah diantaranya, yaitu: 

a) Identitas subjek hukum: Serat Kekancingan memuat identitas subjek 

hukum, yaitu pihak yang diberikan izin pemanfaatan hak atas tanah, 

sebagaimana sertifikat tanah juga mencantumkan nama pemegang hak. 

b) Identifikasi objek tanah: dokumen ini menjelaskan identifikasi objek tanah 

secara deskriptif, seperti lokasi, batas-batas, dan luas lahan, sebagaimana 

juga sertifikat resmi. 

c) Legalitas penerbitan: secara historis dan kultural, Serat Kekancingan 

dikeluarkan oleh lembaga berwenang secara adat seperti Kesultanan atau 

Kadipaten yang memiliki legitimasi sebagai pemilik tanah adat SG/PAG di 

wilayahnya, sebab Kesultanan atau Kadipaten dapat dikualifikasi sebagai 

institusi publik yang berwenang mengeluarkan Serat Kekancingan melalui 

Panitikismo. Demikian juga sertifikat tanah merupakan produk hukum yang 

diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini melalui institusi 

publik yaitu, Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

d) Bukti penguasaan atau pemanfaatan: Serat Kekancingan berfungsi sebagai 

bukti penguasaan dan pemanfaatan tanah yang sah, untuk menggunakan 
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atau mengelola tanah, baik untuk permukiman, pertanian, perdagangan, 

maupun fungsi lain, sebagaimana sertifikat tanah diantara hak milik, HGB, 

HGU, atau hak pakai memberikan dasar legal untuk pemanfaatan tanah. 

e) Dapat dijadikan dasar pemanfaatan hak: Berdasarkan ketentuan lokal 

seperti Perdais, Pergub DIY ataupun kebijakan ATR/BPN, Serat 

Kekancingan dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dalam 

permohonan pendaftaran tanah (HGB atau hak pakai) di kantor pertanahan. 

Meskipun bukan bukti hak mutlak, dokumen ini dapat diproses dalam 

sistem pertanahan nasional, mirip dengan konversi hak-hak lama menjadi 

sertifikat. 

f) Pengakuan oleh pemerintah daerah dan BPN: Dalam praktiknya, Serat 

Kekancingan diakui secara administratif di DIY, terutama jika didukung 

dengan penguasaan fisik dan tidak ada sengketa. Kantor pertanahan 

menerima dokumen ini sebagai dasar permohonan sertifikat atau legalisasi 

aset. Meskipun tidak berdiri sendiri sebagai sertifikat, Serat Kekancingan 

dapat memfasilitasi proses legalisasi hak atas tanah. 

Prinsipnya Serat Kekancingan dapat digunakan sebagai dokumen 

pendukung, meskipun tidak serta-merta menjadi bukti kepemilikan tanah yang 

diatur secara nasional, unsur-unsur dalam Serat Kekancingan telah 

mengandung cukup banyak elemen administratuf dan substantif yang dalam 

konteks lokal tertentu dapat diproses menuju pengakuan hukum formal 

sebagaimana sertifikat tanah. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Kedudukan hukum Serat Kekancingan sebagai instrument tradisional dalam 

pengelolaan tanah Kesultanan dan Kadipaten di Yogyakarta memiliki dasar 

legal yang kuat dalam kerangka hukum nasional dan keistimewaan daerah, 

meskipun tidak diatur dalam sistem agraria nasional, sebab ketentuan Serat 

Kekancingan hanya spesifik berlaku di Yogyakarta. Dokumen ini berfungsi 

sebagai izin administrasi atas pemanfaatan yang prosesnya melibatkan 

verifikasi, rekomendasi dari dinas dan persetujuan dari lembaga adat 

Panitikismo. Dalam praktiknya, sistem kekancingan telah berjalah tertib dan 

bermanfaat bagi masyarakat, meskipun masih menghadapi tantangan 

seperti konflik lahan dan penyalahgunaan. Sistem ini mencerminkan sinergi 

antara hukum adat dan tata kelola modern, serta terus diperkuat melalui 

digitalisasi, pengawasan, dan keterlibatan komunitas lokal. 

2. Sertifikat tanah dan Serat Kekancingan mencerminkan perbedaan antara 

sistem hukum nasional dan kekhususan hukum lokal di Yogyakarta. 

Sertifikat tanah memiliki kekuatan hukum penuh sebagai bukti hak milik 

yang diakui secara nasional, sementara Serat Kekancingan merupakan 

dokumen administratif yang sah dalam konteks keistimewaan Yogyakarta, 

berfungsi sebagai dasar pemanfaatan tanah Kesultanan atau Kadipaten, dan 

diakui oleh lembaga pertanahan dalam proses legalisasi hak atas tanah 

seperti HGB atau hak pakai. Keberadaannya didukung oleh asas legalitas,  
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pengakuan hukum, serta prinsip lex specialis melalui UUK No, 13 Tahun 

2012. Oleh karena itu, harmonisasi antara sistem pertanahan nasional dan 

keistimewaan daerah perlu terus diupayakan agar tercipta kepastian hukum 

yang adil dan menyeluruh. 

B. Saran 

1. Digitalisasi arsip dan sistem informasi pertanahan berbasis keistimewaaan 

perlu terus dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi dengan sistem 

pertanahan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data, transparansi 

proses, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tanah 

yang mereka manfaatkan. 

2. Penguatan peran lembaga adat seperti Panitikismo dan komunitas lokal 

harus terus diberdayakan agar mampu berperan aktif dalam menjaga 

kelestarian sistem kekancingan dan pengelolaan tanah adat secara 

berkelanjutan. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan 

tanah dapat memperkuat legitimasi dan keberlanjutan sistem ini. 

3. Sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan, 

terutama mengenai permohonan, fungsi, batasan, dan prosedur penggunaan 

Serat Kekancingan, agar masyarakat tidak keliru dalam menafsirkan 

dokumen ini sebagai bukti kepemilikan absolut. Hal ini penting untuk 

mencegah konflik di kemudian hari. 

4. Pengembangan sistem mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang 

melibatkan unsur hukum adat dan lembaga negara perlu diperkuat. 

Pendekatan musyawarah dan mediasi yang melibatkan antara pihak 
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diharapkan dapat menyelesaikan konflik secara efektif tanpa harus berlarut-

larut ke ranah litigasi. 

5. Penelitian lanjutan dianjurkan untuk mengkaji dampak sosial dan ekonomi 

dari implementasi Serat Kekancingan, ternasuk efektivitas pengelolaan 

tanah Kesultanan dan Kadipaten dalam mendukung kesejahteraan 

masyarakat, serta bagaiamana model ini dapat dijadikan contoh tata kelola 

berbasis hukum adat di daerah lain.  
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